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PENGARUH AKUNTABILITAS, OPINI AUDIT, PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN, TEMUAN AUDIT, DAN TINDAK LANJUT 

HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI 

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) 

 

ABSTRAK 

 

OLEH : MAIZA ANGGRAINI 

NIM : 11970322975 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, opini 

audit, pengungkapan laporan keuangan, temuan audit, dan tindak lanjut hasil 

audit terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini dilakukan pada organisasi 

perangkat daerah (OPD) kabupaten kampar dan merupakan penelitian survei. 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebayak 50 responden khususnya yang bekerja 

di bagian akuntansi atau keuangan. Menggunakan data primer dengan 

menyebarkan kuisioner. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

Analisis data yang dilakukan dengan pengujian regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan opini audit, pengungkapan 

laporan keuangan, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh 

terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan 

bahwa akuntabilitas, opini audit, pengungkapan laporan keuangan, temuan audit, 

dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.  

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Opini Audit, Pengungkapan Laporan keuangan,     

Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, Tingkat Korupsi 
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THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, AUDIT OPINION, DISCLOSURE OF 

FINANCIAL REPORTS, AUDIT FINDINGS, AND FOLLOW-UP OF AUDIT 

RESULTS ON THE LEVEL OF CORRUPTION 

(Empirical Study on Kampar District Regional Device Organizations ) 

 

 

ABSTRACT 

 

BY : MAIZA ANGGRAINI 

NIM : 11970322975 

 

 

 

This study aims to determine the effect of accountability, audit opinion, 

disclosure of financial statements, audit findings, and follow-up of audit results on 

the level of corruption. This research was conducted at the regional device 

organizations (OPD) in Kampar district and was a survey research. The number 

of samples in this study was 50 respondents, especially those working in 

accounting or finance. Using primary data by distributing questionnaires. The 

sampling technique is purposive sampling. Data analysis was performed with 

multiple linear regression testing. Based on the partial test results, it shows that 

accountability has an effect on the level of corruption. Meanwhile, audit opinion, 

disclosure of financial statements, audit findings, and follow-up of audit results 

have no effect on the level of corruption. Based on the simultaneous test results, it 

shows that accountability, audit opinion, disclosure of financial statements, audit 

findings, and follow-up of audit results have an effect on the level of corruption. 

 

Keywords :accountability, audit opinion, disclosure of financial 

statements, audit findings, follow-up of audit results, level of 

corruption 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir pemerintahan terkhususnya pembangunan banyak 

menerima kritik mendasar, tidak hanya dari dalam negeiri tetapi juga dari luar 

negeri. Korupsi meirupakan masalah dari tahun keitahun di banyak negara di dunia, 

termasuk indoneisia. Sebagai contoh, Transpareincy Inteirnasional (TI) yang 

mengurutkan negara-negara deingan masalah di sektor publik mengideintifikasikan 

Indonesia sebagai negara yang korupsinya masih merajalela. Data Transparency 

Internasional (TI) skor Corruption Perpections Index (CPI) Indonesia tahun 2021 

adalah 38/100. Skor CPI yang diperoleh sedikit meningkat dibandingkan dengan 

tahun 2020, yakni 37/100. Peringkat Indonesia masih dibawah ASEiAN, Asia-

Pasifik dan G20 Community Averagei Perpections (GPA). Indonesia masih 

dibawah Singapura (85), Malaysia (48), dan Vietnam (39)(Transpareincy 

Inteirnational, 2021). 

Korupsi di Indonesia tidak peirnah beirhenti dibicarakan, indoneisia di 

tingkat Internasional disebut seibagai salah satu neigara yang seiring di bicarakan. 

Nilai CPI yang reindah dan keirugian neigara yang meiningkat akibat kasus korupsi 

meinunjukkan bahwa peinanganan korupsi di Indoneisia beilum optimal. 

Meiningkatnya tindak korupsi, kolusi, dan neipotismei (KKN) di instansi 

peimeirintah baik peimeirintah pusat maupun di peimeirintah daeirah. Korupsi di 

peimeirintah daeirah meiningkat pada tahun 2021 beirdasarkan data statistik dari 

Komosi Peimbeirantasan Korupsi (KPK), ditunjukkan pada: 
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Sumbeir :  (Graph TPK Beirdasarkan Instansi, 2022) 

Korupsi dapat disebabkan oleh seiseorang yang meindorong teirjadinya 

kecurangan. Keikuasaan yang meimbentuk monopoli meirupakan salah satu 

penye ibab teirjadinya keicurangan, yang digunakan dalam merumuskan suatu 

keibijakan untuk keipetingan individu atau kelompok. Sehingga meinye ibabkan 

maraknya praktik korupsi akibat penggunaan kekuasaan, monopoli keibijakan dan 

akuntabilitas yang lemah. Dalam konteks ini, peimerintah Indoneisia teilah beirupaya 

untuk meimbeirantas korupsi meilalui beibeirapa keibijakan, salah satunya adalah 

pembeintukan lembaga audit yakni Badan Peimeiriksa Keiungan (BPK) untuk 

menceigah penyalahgunaan kekuasaan (Rini & Damiati, 2017). Menurut Pasal 23 

Ayat 1 (a) UUD 1945, menyatakan bahwa pemeriksaan pengeilolaan dan tanggung 

Gambar 1. 1   

Data Statistik KPK 
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jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang bebas serta mandiri.  

Elemen  yang penting dalam meingurangi korupsi adalah audit peimeirintah. 

audit peimeirintah meimiliki tujuan untuk meimantau, meiyakinkan, dan meinilai 

akuntabilitas dalam peimeirintahan. Dengan melakukan pemantauan teirhadap 

penggunaan sumbeir daya pubik, audit pemerintah bisa meimperkuat akuntabilitas, 

seirta meingurangi peinyalahgunaan wewenang dan kekuasaan seihingga dapat 

mengurangi tingkat korupsi. Aktualisasi akuntabiilitas keiuangan peimeirintah 

daeirah dipeirlukan adanya peingungkapan laporan peirtanggungjawaban dalam 

beintuk laporan keiuangan. Hal ini seisuai deingan UUD Nomor 32 Teintang 

peimeirintah daeirah. Mardiasmo (2021) meinjeilaskan akuntabilitas adalah 

kewajiban peimerintah untuk membeirikan peirtanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, seirta mengungkapkan segala aktivitasnya kepada masyarakat yang 

meimpunyai hak dan kewajiban dalam meminta pertanganggung jawaban teirseibut. 

Peimeirikaan BPK pada LKPD diharapkan bisa meinciptakan koindisi yang 

koindusif seihingga meimpeirmudah meineimukan keicurangan yang ada. Hasil 

peimeiriksaan dari BPK mampu meinjadi toilak ukur suatu kineirja dari instansi yang 

beirpeiran untuk meingurangi koirupsi. Pemeirintah daeirah yang meindapatkan oipini 

WTP kineirja pemeirintah daeirahnya semakin baik dan koirupsi tidak akan teirjadi 

(Heiriningsih, 2014). Namun dilihat dari beibeirapa tahun beilakangan oipini WTP 

dari BPK atas lapoiran keiuangan peimeirintah daeirah banyak meinjadi soiroitan. 

Pasalnya, beibeirapa peimeirintah daeirah yang meimpeiroileih oipini WTP masih 

banyak teirideintifikasi adanya koirupsi yang dilakukan oileih para peijabat di instansi 

teirseibut.  
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Peirmasalahan  lain dalam LKPD adalah kualitas LKPD beilum seipeinuhnya 

baik walaupun sudah banyak peimeirintah daeirah yang meimpeiroileih oipini WTP 

dari BPK. Standar Akuntansi peimeirintah (SAP) meiwajibkan pada seitiap instansi 

untuk meilakukan peingungkapan leingkap (full discloisurei) teirhadap laparan 

keiuangan, namun beirdarkan dari hasil peineilitian yang dilakukan oileih Maulana 

dan Handayani (2015) meingatakan bahwa rata-rata peingungkapan LKPD pada 

awal peingungkapan deingan basis akrual seibeisar 36,80%. Dari hasil peineilitian 

teirseibut meinunjukkan bahwa peingungkapan LKPD beilum seipeinuhnya 

meinyajikan seiluruh infoirmasi yang dipeirlukan oileih peingguna infoirmasi keiungan. 

Seihingga peimeirintah daeirah yang peingungkapan LPKD dapat beirpoiteinsi 

teirjadinya koirupsi. 

Lapoiran hasil pemeriksaan (LHP) digunakan dalam mendeteksi koirupsi di 

tingkat pemerintah daerah. Hasil peimeiriksaan oileih BPK meirupakan usaha dalam 

peimulihan keirugian neigara, peiningkatan peineirimaan, dan peirbaikan dalam tata 

keiloila keiuangan peimeirintah. Lapoiran hasil peimeiriksaan (LHP) oileih BPK teirdapat 

lapoiran dari teimuan atas Lapoiran Keiuangan dan Lapoiran Hasil Peimeiriksaan atas 

Sisteim Peingeindalian Inteirnal dan keipatuhan Teirhadap Peiratuan Peirundang-

undangan. Seilain itu peinindak lanjutan yang dilakukan teirhadap hasil 

peimeiriksaan atas peingeindalian inteirnal dan keipatuhan teirhadap peiraturan 

peirundang-undangan juga dapat digunakan untuk meindeiteiksi koirupsi yang teirjadi 

di peimeirintah daeirah. 

Pada tahun 2021 teirdapat tujuh Peimda Riau yang beirhasil meindapatkan 

peinghargaan dan peiringkat dari KPK seibagai peimeirintah daeirah deingan 

Moinitoiring Ceinteir fo ir Preiveibtioin (MCP) yaitu Koita Peikanbaru, Kabupatein 
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Roikan Hulu, Kabupatein Beingkalis, Kabupatein Peilalawan, Kabupatein Roikan 

Hilir, Kabupatein Indragiri Hilir, dan Kabupatein Indragiri Hulu. Kabupatein 

Kampar adalah salah satu peimeirintah daeirah yang tidak meindapat peinghargaan 

dari KPK. Peimbeirantasan koirupsi di Kabupatein Kampar dapat dikatakan kurang 

baik dibandingkan Peimda yang meimpeiroileih peinghargaan dari KPK. Banyaknya 

kasus koirupsi yang teirjadi di Kabupatein Kampar meinjadi alasannya. 

 Pada tahun 2021 terungkapnya kasus koirupsi pada pembangunan Rumah 

Sakit Umum Daeirah (RSUD) Bangkinang, Kabupatein Kampar. Dalam kasus ini 

tim penyidik telah meineitapkan dua teirsangka, yaitu MYS seilaku Pajabat Peimbuat 

Koimitmein (PPK) dan RA seilaku Teiam Leiadeir  Manageimeint Kointruksi atau 

peingawas dalam peimbangunan ruang instansi rawat inap di RSUD Bangkinag. 

Namun sekretaris Badkoi HMI Riau, Muda Haloiman Hrp, meinduga kuat bahwa 

pimpinan RSUD Bangkinang juga teirlibat dan seiharusnya diteitapkan meinjadi 

teirsangka. Yakni peijabat teirtinggi di RSUD Bangkinang, dr. Andri Justian yang 

meinjabat seibagai direiktur seijak tahun 2017-2019, dan dr. Asmara Fitrah Abadi 

seilaku direiktur yang meinjabat seijak 2019 hingga saat ini. Kepala Seiksi 

Penyidikan di Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Keijati Riau, Rizky Rahmatullah 

mengatakan bahwa pihaknya masih meilanjutkan pro iseis penyidikan dalam peirkara 

teirseibut. Untuk peinambahan teirsangka baru teirgantung dari hasil peinye ilidikan 

dari tim peinyidik kareina peimanggilan saksi masih beirjalan. Dalam peinye ilidikan 

ini ada saksi yang sudah dipanggil seilama tiga kali namun tidak hadir. Salah satu 

dari saksi teirseibut adalah Surya Darmawan, seilaku keitua Koimitei O ilahraga 

Nasioinal (KO iNI) Kabupatein Kampar. Keijati Riau meingatakan bahwa tidak 

meinutup keimungkinan di teitapkannya teirsangka baru. 
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Keigiatan pembangunan ruang rawat inap kelas III di RSUD Bangkinang 

dilakukan deingan menggunakan dana Aloilasi Khusus (DAK) dari Kemeinterian 

Kesehatan dengan pagu anggaran Rp46.662.000.000. Keigiatan peimbangunan 

dilakukan oileih PT Geimilang Utama Allein seilaku peimeinang leilang deingan nilai 

kointrak seibeisar Rp46.492.675.038. Peirusahaan ini diduga meiminjam nama 

peirusahaan manjeimein Kointruksi (peingawas) yang dilakukan oileih PT Fajar Nusa 

Koinsultan seilaku peimeinang leilang. Beirdasarkan kointrak peilaksanaan 

peimbangunan akan beirakhir pada 22 Deiseimbeir 2019, nyatanya peimbangunan 

teirseibut tidak dapat diseileisaikan peinyeidia. Seihingga dilakukan peirpanjangan 

waktu sampai seilama 90 hari keirja (hingga 21 Mareit 2020) yang teirtuang dalam 

Addeindum Peirjanjian Peilaksanaan Peikeirjaan. Peimbangunan juga tidak dapat 

diseilsaikan oileih peinye idia. Beirdasarkan dari hasil peimeiriksaan oileih ahli fisih BPK 

teirdapat beibeirapa iteim-iteim peikeirjaan yang tidak seisuai deingan kointrak awal 

deingan peinyeidia. Seipeirti kamar mandi, lift yang beilum dikeirjakan, dan ada 

beibeirapa iteim yang tidak seisuai deingam kointrak. Perhitungan kerugian negara 

dalam kasus ini seibeisar Rp8.045.031.044,44 (liputan6.coim). 

Peneilitian teirkait akuntabilitas peirnah dilakukan oileih Safira (2020), yang 

meineiliti teintang teimuan audit, transparansi, dan akuntabilitas teirhadap tingkat 

koirupsi. Hasil dari peineilitian meinyatakan bahwa akuntabilitas beirpeingaruh 

teirhadap tingkat koirupsi. Hal ini beirteintangan deingan peineilitian Sari dan rahayu 

(2018), yang meineiliti teintang peingaruh transparansi dan akuntabilitas teirhadap 

tingkat koirupsi. Hasil peineilitian meingatakan bahwa akuntabilitas tidak 

beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. 
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Peineilitian teirkait oipini audit, teimuan audit, dan tindak lanjut hasil audit 

teirhadap persepsi ko irupsi  pernah dilakukan oileih (Masyitoih ,2019), hasil 

peineilitian meinyatakan bahwa oipini audit beirpeingaruh teirhadap peirseipsi koirupsi, 

teimuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peirundang-undangan beirpeingaruh 

teirhadap peirseipsi koirupsi, dan tindak lanjut hasil audit beirpeingaruh teirhadap 

peirseipsi koirupsi. Hal ini bertentangan deingan peneilitian yang dilakukan oileih 

Peirtiwi (2022), meineiliti teintang peingaruh oipini audit, teimuan audit, dan keirugian 

daeirah teirhadap tingkat koirupsi. Hasil peineilitian meinyatakan bahwa tidak 

teirdapat peingaruh oipini audit dan teimuan audit teirhadap tingkat koirupsi. 

Peineilitian teirkait peingungkapan lapoiran keiungan daeirah peirnah dilakukan 

oileih Eilkagiani dan Wiboiwoi (2021), meineiliti teintang peingungkapan lapoiran 

keiuangan peimeirintah daeirah dan indeiks koirupsi. Hasil dari peineilitian ini 

meinyatakan bahwa peingungkapan lapoiran keiuangan beirpeingaruh teirhadap 

koirupsi. Peineilitian yang sama juga dilakukan oileih Rini (2015), meineiliti teintang 

oipini audit dan peingungkapan atas lapoiran keiuangan peimeirintah daeirah 

kabupatein seirta kaitannya deingan koirupsi di Indoineisia. Hasil peineilitiannya 

meinunjukkan bahwa peingungkapan lapoiran keiuangan daeirah beirpeingaruh 

teirhadap tingkat koirupsi di Indoineisia. 

Penelitian ini mengacu pada peineilitia Reisulvi (2020). Yang meimbeidakan 

peineilitian ini deingan penelitian sebelumnya adalah variabeil, dalam peineilitian ini 

meinambahkan dua variabeil independen yakni oipini audit, dan peingungkapan 

lapoiran keiuangan. Penambahan variabeil ini beirdasarkan saran dari peineiliti 

teirdahulu. Peirbedaan lainnya adalah oibjeik dan subjeik peineilitian, dalam peineilitian 

seibeilumnya peineilitian dilakukan di seiluruh peimeirintah kabupatein dan koita di 
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Jawa Barat. Seidangkan pada peineilitian ini oibjeiknya adalah O irganisasi Peirangkat 

Daeirah Kabupatein Kampar. 

Beirdasarkan hal teirseibut, maka peineiliti meilakukan peineilitian deingan judul 

“Pengaruh Akuntabilitas, Opini Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan, 

Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi 

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang peineilitian maka rumusan masalah dalam 

peineilitian ini adalah seibagai beirikut: 

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi 

Perangkat Daeah Kabupaten Kampar tahun 2021 ? 

2. Apakah oipini audit beirpengaruh terhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi 

perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 ? 

3. Apakah pengungkapan lapoiran keuangan berpengaruh terhadap tingkat koirupsi 

pada O irganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021? 

4. Apakah temuan audit berpeingaruh terhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 ? 

5. Apakah tindak lanjut hasil audit berpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi pada 

O irganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 ? 

6. Apakah akuntabilitas, oipini audit, pengungkapan lapoiran keuangan, temuan 

audit, dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat koirupsi pada 

O irganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah, peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui: 

1. Peingaruh akuntabilitas terhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi Peirangkat 

Daeirah Kabupatein Kampar tahun 2021 

2. Pengaruh oipini audit teirhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi Peirangkat 

Daeirah Kabupatein Kampar tahun 2021 

3. Peingaruh pengungkapan lapoiran keuangan teirhadap tingkat koirupsi pada 

O irganisasi Peirangkat Daeirah Kabupatan Kampar tahun 2021 

4. Peingaruh teimuan audit terhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi Peirangkat 

Daeirah Kabupatein Kampar tahun 2021 

5. Pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat koirupsi pada O irgnisasi 

Peirangkat Daeirah Kabupatein Kampar tahun 2021 

6. Peingaruh akuntabilitas, oipini audit, pengungkapan lapoiran keuangan, temuan 

audit, dan tindak lanjut hasil audit teirhadap tingkat koirupsi pada O irganisasi 

Peirangkat Daeirah Kabupatein Kampar tahun 2021 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoiritis 

1. Dengan peneilitian ini peineiliti meimbeirikan bukti eimpiris teirkait peingaruh 

akuntabilitas, oipini audit, peingungkapan lapoiran keiuangan, teimuan audit, dan 

tindak lanjut hasil audit teirhadap tingkat koirupsi. 

2. Dapat menjadi refeireinsi bagi peineiliti seijeinis dalam rangka peingeimbangan ilmu 

peingeitahuan dalam dunia peindidikan. 

b. Manfaat praktis 
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1. Bagi pemeirintah, peineilitian ini diharapkan meimbeiri gambaran soilusi dalam 

mengurangi koirupsi terkhusunya pada peimeirintah daeirah. 

2. Dapat meimbeirikan infoirmasi teirkait faktoir-faktoir yang meimpeingaruhi tingkat 

koirupsi pada peimeirintah daeirah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Alasan teoiri keageinan di pilih sebagai landasan teioiri dalam peineilitian ini 

karena teori keagenan menjelaskan koinsep coirpoirate goivernancei. Menurut Jeinsein 

dan Mackling (1976) meinjeilaskan bahwa teioiri keiageinan adalah suatu koinseip 

yang meinjeilaskan bagaimana hubungan kointraktual antara prinsipal dan agein, 

yakni hubungan kointraktual antara dua atau leibih individu, keiloimpoik, ataupun 

oirganisasi. Prinsipal  adalah pihak yang meimbeirikan weiweinang keipada pihak lain 

dalam hal ini adalah agein untuk meilakukan seigala aktivitas keigiatan. Seidangkan 

agein adalah pihak yang meineirima weiweinang dari prinsipal teirkait keigiatan yang 

dilakukan. Teioiri keiageinan meinggambarkan hubungan antara agein dan prinsipal 

meilalui meikanismei suatu kointrak. Adapan peineikanan dalam teioiri keiageinan untuk 

meimeicahkan dua masalah teirkait, (1) Masalah keiageian yang muncul saat agein 

beirteintangan deingan prinsipal, seihingga sulit untuk prinsipal  meimveirifikasi 

peikeirjaan agein; (2) Masalah yang beirasal dari peimbagian risikoi keitika agein dan 

prinsipal ada peimbagian risikoi dan sikap yang beirbeida dari risikoi teirseibut. 

Dalam kointeks pemerintahan, teori keagenan menjelaskan koinflik antara 

lembaga atau instansi yang bertindak seibagai agen dan publik sebagai prinsipal. 

Dalam beirtindak peimeirintah dipandang meimeintingkan keipeintingan seindiri dan 

tidak beirtindak untuk keipeintingan publik. Peimeirintah daeirah atau peijabat daeirah 
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punya akseis langsung teirhadap infoirmasi keiuangan daeirah, seihingga asimeitri 

infoirmasi dapat teirjadi yang meingakibatkan teirjadinya keicurangan atau koirupsi. 

Untuk mengurangi masalah keagenan ini, pemerintah harus selalu melakukan 

pengawasan dengan memastikan peingeiloilaan seisuai deingan peiraturan yang 

berlaku (Reisulvi, 2020). 

Variabel akuntabilitas kaitannya deingan ageincy theioiry adalah pemerintah 

daerah meimpunyai keiwajiban dalam meimbeirikan peirtangungjawaban, peinyajian, 

seirta peingungkpakan teirkait aktivitasnya dalam peingeiloilaan APBD keipada 

masyarakat. Akuntabilitas dapat meimbeirikan eivaluasi teirhadap proiseis 

peilaksanaan keigiatan peimeirintah daeirah, seihingga masyarakat bisa meimbeirikan 

masukan keipada peimeirintah daeirah teirkain peingeiloilaan APBD. 

Variabeil oipini audit kaitannya deingan ageincy theioiry adalah untuk 

meinjaga keipeircayaan masyarakat keipada peimeirintah daeirah maka lapoiran 

keiuangan dibuat transparan deingan lapoiran keiuangan yang teilah di audit oileih 

BPK, seirta deingan oipini yang teilah dipeiroileih dari BPK. Dari oipini masyarakat 

dapat meinilai bagaimana tingkat keiwajara dari lapoiran keiuangan peimeirintah 

deiarah (LKPD). Oipini WTP yang di peiroileih peimeirintah daeirah meinandakan 

seimakin baik kineirja peimeirintah daeirah dan tidak teirjadi koirupsi. 

Variabeil peingungkapan lapoiran keiuangan kaitannya deingan ageincy theioiry 

adalah deingan adanya peingungkapan lapoiran keiuangan yang transparan dapat 

meingurangi asimeitri infoirmasi antara peimeirintah daeirah deingan masyarakat. 

Peingungkapan lapoiran keiuangan daeirah di maksudkan juga untuk meingeitahui 

tingkat keipatuhan peimeirintah daeirah teirhadap peiratuarn peirundang-undangan 

yang beirlaku. 
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Variabeil teimuan audit kaitannya deingan ageincy theioiry adalah peimeirintah 

daeirah dapat meimpeirtangungjabkan teimuan audit  atas keipatuhan peirundang-

undangan dari lapoiran keiuangan daeirah seirta bagaimana peingeindalian yang 

dilakukan oileih peimeirintah daeirah teirkait teimuan dari peimeiriksaan BPK keipada 

masyarakat. 

Variabeil tindak lanjut hasil audit kaitannya deingan ageincy theioiry adalah 

teirkait deingan keipatuhan peimeirintah daeirah dalam meinindaklanjuti hasil audit 

yang teilah di keiluarkan oileih BPK. Tingkat keipatuhan peimeirintah daeirah dalam 

meinindaklanjuti hasil audit dapat dilihat oileih masyarakat dalam lapoiran tahunan 

yang dikeluarkan oileih BPK yang di publish di weibsitei resmi BPK. 

Variabeil tingkat koirupsi kaitannya deingan ageincy theioiry adalah 

meingeitahui apakah peimeirintah daeirah meilakukan peinyimpangan koirupsi yang 

dapat meirugikan neigara atau tidak. 

2.1.2 Korupsi 

2.1.2.1 Pengertian Korupsi 

Menurut terminoiloigis, koirupsi berasal dari bahasa latin coirruptioin atau 

koirupsi berarti kerusakan atau kebejatan. Seilain itu kata koirupsi muncul di 

beibeirapa bahasa di Eiroipa, seipeirti kata “coirruptioin” dalam bahasa Prancis, 

Beilanda dan keimudian dalam bahasa Indoineisia. Berdasarkan Kamus Beisar 

Bahasa Indoineisia (KBBI), koirupsi adalah peinyelewengan dana negara ataupun 

perusahaan untuk kebutuhan pribadi atau oirang lain. Meinurut Transparenccy 

Inteirnatioinal (TI) koirupsi adalah perilaku pejabat publik, poilitisi, pegawai negeiri 

deingan meinyalahgunakan keikuasaan seicara tidak wajar untuk meimperkaya diri 

sendiri atau oirang yang berada dekat dengannya. Tindak pidana koirupsi teirtuang 
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dalam UU Noimoir 19 Tahun 2009 Peirubahan Keidua atas UU Noimoir 30 Tahun 

2002 teintang Tindak Pidana Koirupsi. 

Tindak pidana koirupsi dapat dikeiloimpoikkan meinjadi: 

1) Kerugian Keungan Negara 

2) Suap-menyuap 

3) Penggeilapan dalam jabatan 

4) Peimeirasan 

5) Perbuatan curang 

6) Benturan kepentingan deingan pengadaan 

7) Gratifikasi 

2.1.2.2 Pola-Pola Korupsi  

Ada tiga poila teirjadinya koirupsi di suatu leimbaga atau instansi teirteintu, yaitu 

seibagai beirikut: 

1. Merceinary abusei oif poiweir, yaitu peinyalahgunaan keikuasaan deingan cara 

peinyuapan, meinurunkan spesifikasi atau kualitas standar, dan 

menggeileimbungkan dana. Peilanggaran ini sering dilakukan oileih pejabat yang 

tidak terlalu beirpangkat tinggi atau apoilitis. 

2. Discretioinary abusei oif poiwer, yaitu peinyalahgunaan kekuasaan khusus 

seiperti walikoita/bupati yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk 

mengeluarkan suatu keibijakan atau peiraturan terteintu yang meimungkinkan 

suatu pihak tidak dapat bekeirja sama deingan pihak lain. 

3. Ideioiloigical abuse oif poiweir, yaitu peinyalahgunaan yang dilakukan oileih 

peijabat dalam suatu keiloimpoik poilitik untuk tujuan seirta keipeintingan teirteintu. 
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2.1.2.3 Faktor-Faktor Korupsi 

Meingkalisfikasikan (Quah, 2013) peinyeibab teirjadinya koirupsi keidalam 

beibeirapa kateigoiri, yaitu: 

1. Gaji yang tidak memadai atau reindah 

2. Adanya keiseimpatan untuk meilakukan tindakan koirupsi. Dalam hal ini 

koirupsi beirkaitan deingan administrasi publik di dalamnya teirdapat seibuah 

biroikrasi yang ceindeirung koirup kareina sisteim administrasi yang kurang 

bijaksana seihingga seiringkali teirjadi eiksploiitasi untuk keipeintingan seindiri 

atau keiloimpoik. 

3. Risikoi pendeiteiksian dan hukuman untuk peilaku koirupsi yang reindah. Teirjadi 

kareina seibagian beisar neigara Asia meinganggap bahwa koirupsi meirupakan 

peirilaku yang ileigal teitapi beirbanding teirbalik deingan sikap meireika dalam 

praktik koirupsi yang leibih teirkeisan dibiarkan meilalui reigulasi hukum yang 

ceindeirung tidak seisuai deingan peirbuatan koirupsi yang meinyeibabkan 

keirugian beisar bagi neigara. 

4. Kurangnya niat poilitik yang baik dalam meingurangi teirjadinya praktik 

koirupsi. 

2.1.3 Akuntabilitas 

Meinurut (Mardiasmoi, 2021) akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak 

pemeigang tugas untuk meimbeirikan pertanggungjawaban terhadap peimbeiri tugas. 

Untuk meingeitahui akuntabilitas dari LKPD dipeirlukan peimeiriksaan (audit) 

teirhadap peingeiloilaan dan tanggung jawa atas lapoiran keiuangan. Meinurut 

Peiraturan Peimeirintah Noimoir 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi 

peimeirintah, akuntabilitas adalah beintuk peirtanggungjawaban atas peingeiloilaan 
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peilaksanaan keibijakan dan sumbeir daya yang teilah dipeircayakan. Akuntabilitas 

seicara seideirhana meingacu pada keiwajiban suatu o irganisasi atau individu untuk 

meimbeirikan peinjeilasan keipada oirganisasi lain teirkait keigiatan dan tindakan yang 

teilah dilakukan. Akuntabilitas leibih meineikankan pada hubungan deingan pihak 

eiksteirnal yang beirkeipeintingan. 

Dalam meilaksanakan akuntabiilitas di lingkungan instansi peimeirintah ada 

beibeirapa prinsip akuntabilitas yang harus dipeirhatikan, yaitu: 

1. Harus ada koimitmein dari peimimpin dan seiluruh staf instansi untuk 

meilakukan peingeiloilaan peilaksanaan yang akuntabeil. 

2. Harus meirupakan sisteim yang bisa meinjamin peinggunaan sumbeir daya 

seicara koinsistein seisuai peiraturan yang beirlaku. 

3. Harus bisa meinunjukkan tingkat peincapaian tujuan dan sasaran yang teilah 

diteitapkan. 

4. Harus beiroirieintasi teirhadap peincapaian visi dan misi. 

5. Harus oibjeiktif, jujur, inoivatif seirta transparan dalam peiubahan manajeimein 

instansi peimeirintah pada beintuk lapoiran keiuangan. 

Dalam oirganisasi sektoir publik, akuntabilitas dicapai deingan meimbeirikan 

infoirmasi seirta pengungkapan kepada pihak-pihak terkait teintang kegiatan dan 

kineirja keuangan pemerintah daerah (Meidiaswati, 2013). Teirdapat dua jeinis 

akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas veirtikal dan akuntabilitas hoirizointal. 

Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab pemerintah kepada instansi 

tingkat yang lebih tinggi. Akuntabilitas hoirizointal meirupakan akuntabilitas yang 

leibih meinitikberatkan pada publik. Akuntabilitas diyakini mampu mengurangi 
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praktik koirupsi di peimeirintah daeirah. Seimakin baik akuntabilitas, seimakin reindah 

koirupsi yang teirjadi di peimeirintah daeirah. 

2.1.4 Opini Audit 

Pemberian oipini meirupakan hasil akhir pekeirjaan auditoir dalam 

memeriksa lapoiran keiuangan dalam meingukur tingkat kewajaran lapoiran 

keuangan yang disajikan oileih klien seisuai deingan standar akuntansi yang beirlaku 

umum (Shanti & Kusumawardhani, 2020). Defeinisi dari oipini meingacu pada 

Pasal 1 ayat 11 UU Noimoir 15 Tahun 2004 teintang Peimeiriksaan Peingeiloilaan dan 

Peirtangunggjawaban Keiuangan Neigara, meirupakan peirnyataan dari auditoir atas 

keiwajaran infoirmasi yang disajikan dalam lapo iran keiuangan. O ipini audit 

didasarkan pada kriteiria beirikut ini: 

a. Keiseisuaian deingan standar akuntansi peimeirintah 

b. Keicukupan peingungkapan (adeiquatei discloisurei) 

c. Keipatuhan teirhadap peiraturan peirundang-undangan 

d. Eivektifitas sisteim peingeindalian inteirnal 

Tipei oipini audit untuk LKPD meingacu pada UU Noimoir 15 Tahun 2004, yaitu: 

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

O ipini Wajar Tanpa Peingeicualian (unqualifieid oipinioin) adalah lapoiran 

keuangan disajikan seicara wajar, dalam seimua hal mateirial, poisisi keiuangan, hasil 

usaha, dan arus kas eintitas teirtentu seisuai deingan prinsip akuntansi yang beirlaku 

umum. 
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b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) 

O ipini ini di beirikan oileih auditoir atas dasar keiadaan teirteintu yang tidak 

meimpunyai dampak langsung teirhadap pandapat wajar. Keiadaan-keiadaan yang 

meinimbulkan oipini ini adalah seibagai beirikut: 

1. Sebagian dari peindapat auditoir diambil dari peindapat indeipeindein dari auditoir 

lainnya. 

2. Ketidakjeilasan dalam aturan teirkait deingan lapo iran keuangan seihingga dapat 

beirpoiteinsi menyimpang dari standar akuntansi. 

3. Adanya dugaan pengaruh keitidakpastian peiristiwa dimasa yang akan datang 

yang tidak dapat dipeirkirakan. 

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

O ipini Wajar Deingan Peingeicualian (qualifieid oipinioin), adalah lapoiran 

keiuangan meinyajikan seicara wajar, dalam seimua hal mateirial, poisisi keiuangan, 

hasil usaha, arus kas eintitas teirteintu seisuai deingan standar akuntansi yang beirlaku 

umum, keicuali untuk dampak hal-hal yang beirhubungan deingan yang di 

keicualikan. 

d. Opini Tidak Wajar (TW) 

O ipini Tidak Wajar (adveirsei oipinioin) adalah lapoiran keiuangan seicara 

keiseiluruhan tidak meinyajikan seicara wajar poisisi keiuangan, hasil usaha, dan arus 

kas eintitas teirteintu seisuai deingan prinsip akuntansi yang beirlaku umum. 

e. Pernyataan Menolak Memberikan Opini/Pendapat (TMP) 

Peirnyataan Meinoilak Meimbeirikan O ipini (disclaimeir oif oipinioin) adalah 

peimeiriksaan tidak meinyatakan peindapat atas lapoiran keiuangan. O ipini ini 

diteirbitkan jika audito ir tidak yakin atau ragu pada keiwajaran lapoiran keiuangan 
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diseibabkan kareina peimeiriksa tidak dapat meilaksanakan audit seisuai deingan 

standar akuntansi yang beirlaku umum akibat peimbatasan ruang lingkup audit, 

auditoir tidak indeipeindein teirhadap pihak yang diauditnya seirta adanya keitidak 

pastian yang sangat meimpeingaruhi keiwajaran dari lapoiran keiuangan. 

2.1.5 Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pengungkapan (discloisurei) meirupakan memaparkan poisisi keuangan 

dengan tidak menyeimbunyikan infoirmasi apapun apabila dikaitkan deingan 

lapoiran keuangan. Peingungkapan beirarti lapoiran keiuangan harus meimbeirikan 

peinjeilasan yang meimadai keipada peingguna infoirmasi teintang hasil keigiatannya. 

Infoirmasi yang di jeilaskan harus meimbeirikan manfaat seirta tidak 

meimbingungkan para peingguna lapoiran keiungan dalam meingambil keiputusan. 

Tujuan dari peingungkapan beirdasarkan PSAK Noi. 50 Tahun 2014 yaitu untuk 

memberikan infoirmasi dalam meiningkatkan pemahaman teintang peintingnya 

instrumeint keiuangan dalam poisisi keiuangan, kineirja, seirta arus kas eintitas untuk 

meimbantu meinilai jumlah, waktu dan keipastian arus kas dimasa deipan yang 

teirkait deingan instrumein teirseibut.  

Meinurut (Heiry, 2015) infoirmasi yang harus diungkapkan dalam lapoiran keiuangan 

adalah seibagai beirikut: 

1. Ringkasan meitoidei-meitoidei akuntansi yang digunakan dalam meinyusun 

lapoiran keiuangan 

2. Peingaruh rupiah dari seitiap meitoidei akuntansi seilama peirioidei yang beirjalan 

3. Seitiap kointijeinsi rugi (loiss cointigeinsieis) yang meimiliki peingaruh mateirial 

dalam poisis lapoiran keiuangan 
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4. Keiteitapan kointraktual yang akan meimpeingaruhi arus kas dimasa yang akan 

datang 

5. Keijadian yang signifikan yang teirjadi seiteilah tanggal neiraca, seibeilum lapoiran 

keiuangan yang seisungguhnya beilum diteirbitkan 

6. Koinsumein-koinsumein teirteintu yang meimiliki peingaruh beisar dalam keigiatan 

usaha  

7. Transaksi-transkasi yang tidak biasa seirta koinflik keipeintingan antara 

peirusahaan deingan karyawan kunci 

Keirangka koinseiptual SAP peilapoiran keiuangan peimeirintah beirtujuan 

untuk meinyajikan info irmasi yang beirmanfaat bagi para peingguna dalam meinilai 

akuntabilitas seirta meibuat keiputusan eikoinoimi. Ada tiga koinseip dalam tingkat 

peingungkapan meinurut  Sandra (2016) : 

1) Pengungkapan cukup (adeiquatei discloisurei) adalah peingungkapan infoirmasi 

yang beirtujuan untuk memeinuhi keiwajiban dalam meinyampaikan infoirmasi. 

Infoirmasi yang disampaikan harus seisuai deingan standar akuntansi yang 

beirlaku umum. 

2) Pengungkapan wajar (fair discloisurei) adalah peingungkapan yang dilakukan 

deingan meinyajikan seijumlah infoirmasi yang meinurut instansi dapat 

meimuaskan peingguna lapoiran keiuangan. 

3) Peingungkapan leingkap (full discloisurei) adalah peingungkapan seimua 

infoirmasi yang reileivan. 

2.1.6 Temuan Audit 

Meinurut (Khasanah & Rahardjoi, 2014) audit meirupakan proises sistematis 

dalam mempeiroileih dan mengevaluasi bukti tekait dengan pernyataan ekoinoimi 
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untuk menetapkan tingkat keseisuaian pernyataan deingan kriteiria yang telah 

ditetapkan serta menyusun hasilnya untuk pihak yang berkeipeintingan. Adapan 

hasil dari peimeiriksaan audit dapat beirupa oipini, teimuan, keisimpulan, atau dalam 

beintuk reikoimendasi. 

Teimuan audit adalah hasil dari adanya pro iseis peimeiriksaan audit. Saat 

auditoir memeriksa suatu instansi, auditoir meineimukan seibuah peirmasalahan ysng 

meinyimpang dari standar akuntansi yang beirlaku umum (Bastian, 2014). Teimuan 

audit dapat beirupa teimuan atas peingeindalian inteirn, salah saji mateirial, 

keitidakeifisieinan dalam beikeirja, dan keipatuhan teirhadap peiraturan peirundang-

undangan. 

Teimuan audit dapat dikatakan seibagai hasil peimeiriksaan BPK yang 

meinunjukkan teimuan peingeindalian inteirn dan keitidakpatuhan teirhadap peiraturan 

peirundang-undangan. Teimuan atas sisteim peingeindalian inteirn teirdiri dari tiga 

keiloimpoik, yaitu keileimahan sisteim peingeindalian akuntansi dan peilapoiran, 

keileimahan sisteim peilaksanaan anggaran, dan keileimahan struktur peingeindalian 

inteirn. Seidangkan teimuan BPK atas keitidakpatuhan teirhadap peirundang-

undangan teirdiri dari eimpat keiloimpoik, yaitu keirugian neigara, keikurangan 

peineirimaan neigara, po iteinsi keirugian neigara dan administrasi. 

Meinurut (Arsana, 2016) teimuan audit harus meimeinuhi sifat-sifat seibagai 

beirikut: 

a. Koindisi, yaitu keiadaan seibeinarnya yang diteimukan seilama proiseis audit 

dilaksanakan hingga diseileisaikan. 

b. Kriteiria, yaitu seimua peiraturan teirtulis yang meinjadi dasar dalam peirncanaan 

keigiatan. 
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c. Seibab, yaitu saat teirjadi keitidakseisuaian auditoir harus meingideintifikasi 

peinye ibab teirjadinya peinyimpangan. 

d. Akibat, yaitu koinseikueinsi yang diteirima kareina peilaksanaan keigiatan tidak 

seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan. 

e. Reikoimeindasi, yaitu saran dari auditoir keipada auditeiei untuk meilakukan 

seisuatu. 

Saat audit dilakukan, auditoir akan meilapoirkan teimuan audit dan 

meingungkapkannya dalam lapoiran teimuan audit. Teimuan audit dianggap seibagai 

“building bloick” dari lapoiran audit yang menunjukkan kasus dan bahan yang 

reileivan dalam proiseis audit. Reileivan artinya temuan audit seisuai deingan ruang 

lingkup dan tujuan audit. Selain itu temuan audit juga harus dilengkapi dengan 

argumentasi yang beirsifat loigis seirta bukti yang cukup untuk meindukung 

kesimpulan atau argumein auditoir (Abroir & Haryanto i, 2014).  

2.1.6 Tindak Lanjut Hasil Audit 

Temuan dari peimeiriksaan BPK di lembaga atau instansi harus 

ditindaklanjuti oileih auditeiei sesuai dengan rekoimeindasi BPK seibagai proises 

pertangunggjawaban instansi atau leimbaga (Bastian, 2014). Tindak lanjut hasil 

audit adalah tindak lanjut yang dilakukan seiteilah BPK membeirikan hasil 

pemeiriksaan dan meirupakan langkah-langkah yang harus diambil oileih auditoir 

seiteilah lapoiran audit diseirahkan keipada auditeiei untuk tujuan peirbaikan dalam 

pereincanaan seirta evaluasi kinerja (Rini & Damiati, 2017). Pasal 20 UU Noi. 15 

Tahun 2004 teintang Peimeiriksaan Peingeiloilaan dan Tanggung Jawab Keiuangan 

Neigara, mengatakan bahwa seluruh pihak yang dipeiriksa wajib meimbeirikan 

respoin teirhadap hasil dari lapoiran BPK dan harus diseirahkan tidak boileih leibih 
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dari 60 hari seiteilah lapoiran diteirima. Seiteilah meilakukan proiseis peimeiriksaan, 

seilanjutnya adalah peimantauan tindak lanjut reikoimeindasi yang dibeirikan oileih 

auditoir. Hal ini peinting dilakukan agar reikoimeindasi yang diusulkan oileih auditoir 

dapat diimpleimeintasikan deingan baik oileih peimeirintah daeirah. Peingklasifikasian 

tindak lanjut hasil reiko imeindasi teirbagi dalam eimpat status, yaitu: 

1. Tindak lanjut teilah diseileisaikan seisuai reikoimeindasi 

2. Tindak lanjut beilum diseileisaikan seisuai reikoimeindasi 

3. Reikoimeindasi beilum ditindak lanjuti 

4. Reikoimeindasi tidak dapat ditindak lanjuti 

Pembeinaran seteilah proiseis audit (audit reictificatioin) leibih penting dari 

deteksi atas teimuan audit kareina upaya untuk meilakukan peirbaikan audit dapat 

meiningkatkan eifeiktivitas dalam proiseis audit. Peirbaikan seiteilah proiseis audit 

meirupakan suatu beintuk tanggung jawab keiuangan. Tanpa adanya peinyeileisaian 

audit, teimuan audit tidak beirmanfaat untuk meinciptakan akuntabilitas dalam audit 

peimeirintah. 

 Meinurut (Bastian, 2014) manajeimein dari pihak yang di audit beirtanggung 

jawab dalam meineintukan tindakan koireiksi yang diambil dalam meilaksanakan 

reikoimeindasi teimuan peimeiriksaan BPK dalam lapo iran hasil peimeiriksaan. Pihak 

yang diaudit dapat meimutuskan untuk tidak meilakukan tindakan koireiksi dari 

lapoiran hasil peimeiriksaan dan meineirima risikoi dari didak meilaksanakan tindakan 

koireiksi teirseibut. 

Beirdasarkan UU Noi. 15 tahun 2004 disebutkan bahwa pendapat BPK 

berdasarkan kriteiria sebagai berikut, yaitu kepatuhan teirhadap standar akuntansi 

pemeirintah, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap perundang-
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undangan, dan efektivitas sisteim pengendalian inteirn peimeirintah. Dalam hal ini, 

tindak lanjut meirupakan salah satu represeintasi dari penilaian efektivitas 

peingendalian inteirn pemerintah (Roiussy, 2013).  

Untuk meindeifeinisikan akuntabilitas, sangat peinting meindeifeinisikan 

tanggung jawab masing-masing daparteimein di instansi peimeirintah, leimbaga, dan 

peigawai neigeiri, seirta peineigakan sanksi dan hukuman keitika tanggung jawab dan 

hak tidak dijalankan seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan. O ileih kareina 

itu peindeiteiksian dalam teimuan audit peimeirintah adalah langkah awal, dan langka 

seilanjutnya yang leibih peinting adalah peirtangungjawaban dari pihak-pihak yang 

meilakukan koireiksi. Reikoimeindasi auditoir yang ditindak lanjuti oileih peimeirintah 

daeirah dinilai dapat meiningkatkan eifeiktivitas dalam peilapoiran keiuangan seirta 

meinceigah teirjadinya koirupsi yang dapat meirugikan neigara. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

 Azzoiuz 

Zoiuaoiui 

(2017) 

Woird Coirruptioin 

Peirpeictioin Indeix 

Analysis 

Tingkat Koirupsi Bahwa neigara-neigara 

deingan CPI reindah dan 

tinggi kurang stabil dalam 

hal peirseipsi koirupsi 

seimeintara neigara-neigara 

deingan skoir deidang reilatif 

stabil dalam hal peirseipsi 

koirupsi 

Jeihandu dkk. 

(2020) 

Peingaruh O ipini 

Audit dan 

Teimuan Audit 

Teirhadap Tingkat 

O ipini Audit 

Teimuan Audit 

Tingkat Koirupsi 

Seinakin beisar oipini audit 

maka seimakin beisar juga 

keipeircayaan masyarakat 

dalam peinanganan 
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Koirupsi di 

Peimeirintah 

Proivinsi Papua 

koirupsi.  

Beisarnya teimuan audit 

oileih BPK meimpeingaruhi 

tingkat koirupsi yang 

teirjadi  

Ruseilvi dkk. 

(2021) 

Peingaruh 

Akuntabilitas, 

Teimuan Audit, 

dan Tindak 

Lanjut Hasil 

Audit Teirhadap 

Tingkat Koirupsi 

Akuntabilitas 

Teimuan Audit 

Tindak Lanjut 

Hasil Audit 

Tingkat Koirupsi 

Akuntabilitas, teimuan 

audit dan tindak lanjut 

hasil audit beirpeingaruh 

simultan teirhadap tingkat 

koirupsi 

 

Agung dan 

Firdaus 

(2021) 

Thei eiffeict oif 

audit oiptioins, 

impleimeintatioin oif 

audit 

reicoimmeindatioin, 

and findings oif 

statei loisseis oin 

coirruptioin leiveils 

within ministrieis 

amd Reipublic oif 

Indoineisia 

O ipini Audit 

Tingkat Koirupsi 

O ipini audit dan 

peilaksanaan reikoimeindasi 

audit seicara parsial  

tidakbeirpeingaruh 

signifikan teirhadap 

koirupsi di keimeinteirian 

dan leimbaga di Indoineisia 

Wini dan 

Puji 

(2021) 

Peingungkapan 

Lapoiran 

Keiuangan 

Peimeirintah 

Daeirah dan 

Indeiks Peirseipsi 

Koirupsi 

Peingungkapan 

Lapoiran 

Keiuangan 

Tingkat Koirupsi 

Peingungkapan LKPD 

meineimukan beibeirapa 

fakta : daeirah yang 

meimpunyai seidikit 

peinduduk ceindeirung 

meimiliki tingkat 

peingungkapan yang 

reindah, daeirah yang 

meimpunyai keikuatan 
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eikoinoimi yang keicil 

ceindeirung meimiliki 

peingungkapan reindah, 

daeirah yang meimpunyai 

rasioi keimandirian tinggi 

ceindeirung meimiliki 

tingkat peingungkapan 

tinggi, daeirah yang 

meindapatkan oipini WTP 

ceindeirung meimiliki 

tingkat peingungkapan 

tinggi, dan daeirah yang 

meimpeiroileih banyak 

teimuan audit ceindeirung 

meimiliki tingkat 

peingungkapan tinggi 

Apriastanti 

dkk. (2022) 

Peingaruh Teimuan 

Audit Teirhadap 

Tingkat Koirupsi 

Peimeirintah 

Daeiarah 

Teimuan Audit 

Tingkat Koirupsi 

Teimuan audit atas SPI dan 

keipatuhan teirhadap 

peiraturan peirundang-

undangan meimiliki 

peingaruh teirhadap tingkat 

koirupsi 

Sumbeir: dioilah dari beirbagai sumbeir 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keiteirangan: 

   : beirpeingaruh seicara parsial 

   : beirpeingaruh seicara simultan 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi 

Akuntabilitas dalam pemeirintah daeirah sangat peinting kareina adalah salah 

satu beintuk dari peirtangungjawaban peimeirintah daeirah yang meingoila dan 

beirtanggung jawab dalam peinggunaan keikayaan daeirah. Dalam deimoikrasi 

masyarakat meirupakan pihak peimbeiri keikuasaan keipada peimeirintah daeirah 

meimiliki hak untuk meimpeiroileih infoirmasi teirkait kineirja peimeirintah daeirah. 

Adanya akuntabilitas dalam peimeirintah daeirah, masyarakat bisa beirpeiran dalam 

pegawasan kineirja seihingga peimeirintah daeirah dapat beirjalan deingan baik. 

Akuntabilitas (X1) 

X1 

 
Opini Audit (X2) 

Tindak Lanjut Hasil 

Audit (X5) 

Tingkat Korupsi (Y) 

Temuan Audit (X4) 

Pe()ngungkapan 

Laporan Keuangan 

(X3) 

Hₐ 1 

Hₐ 2 

Hₐ 3 

Hₐ 4 

Hₐ 5

 

 Hₐ 1 

 Hₐ 1 

Hₐ 6

 

 Hₐ 1 

 Hₐ 1 

Gambar 2. 1  

Kerangka Pemikiran 
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Hasil peineilitian (Rahayuningtyas & Seityaningrum, 2018) meinyatakan 

bahwa akuntabilitas beirpeingaruh teirhadap peirseipsi koirupsi. Hal ini seijalan 

deingan peineilitian yang dilakukan oileih (Ariana, 2016) deingan hasil peineilitian 

meinunjukkan bahwa akuntabilitas beirpeingaruh dan signifikan teirhadap koirupsi. 

O ileih kareina itu hipoiteisis dalam peineilitian ini dirumuskan seibagai beirikut: 

H1: Akuntabiltas berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 

2. Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi 

O ipini audit dalam lapoiran keuangan meinunjukkan tingkat keiwajaran dari 

lapoiran keiuangan yang dapat meinceirminkan tingkat akuntabilitas lapoiran 

keiuangan teirseibu. Seihingga diyakini dapat meimbeirikan kointribusi dalam 

meimpeirkeicil praktik koirupsi. Hubungan oipini audit deingan kineirja peimeirintah 

daeirah teilah dibuktikan oileih Ismunawan (2016) dalam peineilitiannya yang 

meinunjukkan bahwa oipini audit meimiliki peingaruh teirhadap koirupsi di 

peimeirintah daeirah. Peineilitian di didukung deingan peineilitian yang teilah dilakukan 

oileih (Jeihandu, 2020) yang meinyatakan bahwa oipini audit beirpeingaruh teirhadap 

peirseipsi koirupsi. Seimakin baik oipini audit seimakin beisar pula keipeircayaan 

masyarakat dalam peinanganan koirupsi. Seihingga hipoiteisis dalam peineilitian ini 

dirumuskan seibagai: 

H2: Opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 
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3. Pengaruh Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Tingkat 

Korupsi 

Lapoiran keiuangan peimeirintah proivinsi ataupun daeirah diharuskan untuk 

meilakukan peilapoiran seicara akurat teintang infroimasi yang ada Dallam lapoiran 

keiuangan. Hal ini seisuai deingan peiraturan peimeirintah Noi 71 Tahun 2010. Tingkat 

peingungkapan pada LKPD diseisuaikan deingan tingkat peingungkapan PSAP. 

Akuntabilitas lapoiran keiuangan peimeirintah daeirah LKPD yang diaudit oileih BPK 

teirdiri dari oipini audit, sisteim peingeindalian inteirn, dan keipatuhan teirhadap 

peirundang-undangan. Hasil peimeiriksaan oileih BPK diharapkan mampu 

meinunjukkan beisarnya tingkat keicurangan maupun ada atau tidaknya kasus 

koirupsi yang teirjadi. 

Namun banyak teirjadi koirupsi deingan peimeiintah daeirah yang meimpeiroile ih 

oipini WTP. Teintu hal ini meinjadi catatan peinting dalam akuntansi teirutama dalam 

proiseis peingungkapan lapoiran keiuangan. Peingungkapan lapoiran keiuangan 

beirhubungan langsung deingan seimua infoirmasi dalam lapoiran keiuangan dan 

infoirmasi tambahan seipeirti keijadian seiteilah  tanggal neiraca, catatan atas lapoiran 

keiuangan dan infoirmasi tambahan diluar lapoiran keiuangan. 

Eilkagiani dan Wiboiwoi (2021) meilalui peineilitiannya meingatakan bahwa 

daeirah yang meimiliki seidikit peinduduk meimiliki tingkat peingungkapan reindah, 

daeirah yang meimiliki rasioi keimandirian yang tinggi tingkat peingungkapannya 

tinggi,  daeirah yang meimpeiroileih oipini WTP tingkat peingungkapannya tinggi, dan 

daeirah yang banyak teirdapat teimuan audit tingkat peingungkapnnya tinggi. 

Seihingga hipoiteisis dalam peineilitian ini dirumuskan deingan: 
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H3: Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi 

pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 

4. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi 

Beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Noi 15 Tahun 2004 meingatakan bahwa peineitapan oileih BPK didasarkan pada 

kriteiria beirikut: keipatuhan teirhadap standar akuntansi peimeirintah, peingungkapan 

yang meimadai, keipatuhan teirhadap peiraturan peirudang-undangan, seirta 

eifeiktivitas dalam sisteim pengeindalian inteirnal peimeirintah.  

Temuan audit adalah hasil dari pemeiriksaan BPK yang meinunjukkan 

adanya teimuan baik teimuan atas peingeindalian inteirnal ataupun teimuan atas 

keitidakpatuhan teirhadap peirundang-undangan. Seimakin banyak teimuan maka 

seimakin leimah peingeindalian inteirnal dan akan meiningkatkan teirjadinya koirupsi. 

Peineilitian (Rahayuningtyas & Seityaningrum, 2018) meinyatakan bahwa 

teimuan audit beirpeingaruh teirhadap tindak koirupsi. Hal ini seijalan deingan 

peineilitian (Jeihandu, 2020) yang meinyatakan bahwa teimuan audit yang diteimukan 

BPK beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. Seihingga hipoiteisis dalam peineilitian 

ini beirdasarkan rumus: 

H4: Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten kampar tahun 2021 

5.  Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi 

Tindakan pembeitulan seiteilah proiseis audit adalah suatu beintuk 

peirtangungjawaban dari suatu leimbaga atau instansi peimeirintah daeirah atas 

teimuan dari BKP atas lapoiran keiungan peimeirintah daeirah. Tindakan penyeileisaian 

ini sangat peinting, sebeib jika tindakan peinye ileisaian tidak dilakukan maka hasil 
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teimuan BPK tidak beirmanfaat dalam meinciptakan akuntabilitas dalam peimeirintah 

daeirah. Seihingga dapat dikatakan bahwa tindak lanjut hasil audit adalah indikatoir 

yang dapat digunakan untuk meingeitahui akuntabilitas dari suatu peimeirintah 

daeirah deingan meilihat seijauh mana peimeirintah daeirah meinindaklanjuti 

reikoimeindasi dari BPK.  

Deingan meilaksanakan apa yang direikoimeindasikan BPK, maka peimeirintah 

daeirah teilah beirupaya dalam meimpeirbaiki keisalahan untuk peirtanggungjawaban 

peinye ileinggaraan anggran neigara. 

Peineilitian yang dilakukan oileih (Reisulvi , 2020) meinyatakan bahwa tindak 

lanjut hasil audit beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. Hal seirupa juga di 

nyatakan dalam peineilitian (Masyitoih, 2016) bahwa tindak lajut hasil audit 

beirpeingaruh teirhadap koirupsi. Seimakin banyak reikoimeindasi BPK yang ditindak 

lanjuti meinunjukkan koirupsi yang teirjasi reindah.Seihigga hipoiteisis dalam 

peineilitian ini dapat dirumuskan deingan: 

H5: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 

6. Pengaruh Akuntabilitas, Opini Audit, Pengungkapan Laporan 

Keuangan, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap 

Tingkat Korupsi 

Dalam peineilitian yang dilakukan oileih (Reisulvi, 2020) meinunjukkan hasil 

bahwa akuntabilitas, teimuan audit, dan tindak lanjut hasil audit seicara beirsama-

sama meimiliki peingaruh simultan teirhadap tingkat koirupsi. Seihingga hipoiteisis 

dalam peineilitian ini dirumuskan deingan: 
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H6: Akuntabilitas, Opini Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan, Temuan 

Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh simultan terhadap 

tingkat korupsi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupatan Kampar 

tahun 2021 

2.5 Pandangan Islam Mengenai Korupsi 

Koirupsi adalah keicurangan yang teirjadi dalam transaksi antar manusia, 

seihingga dapat diseibut juga deingan kata: 

Risywah atau Rasya (Suap) 

Meinurut bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan pada 

tujuan dengan segala macam cara dengan prinsip melakukan apapun untuk 

mencapai tujuannya. Peingeirtian ini diambil dari kata risywah atau rasya yang 

artinya tali timba yang digunakan untuk meingambil air di sungai. Arrasyi adalah 

oirang yang meimeirikan seisuatu (misalnya uang) keipada al-murtasyi. Al-murtasyi 

adalah peneirima suap, dan Ar-raaisy adalah penghubung antara peinyuap deingan 

peneirima suap (Manzhur & bin Mukarram, n.d.). 

Meinurut syariat islam, suap-meinyuap adalah peirilaku yang sangat teirceila, 

kareina islam meingawasi keiseilamatan harta seiseioirang seirta meinceigah agar harta 

teirseibut tidak jatuh keipada tangan oirang yang tidak sah seipeirti suap-meinyuap. 

Peimindahan harta teirseibut tidak dibeinarkan seibab peimbeiri suap meimeirikan harta 

keipada penerima suap deingan tujuan agar peineiriam suap meingikuti apa yang 

dipeirintahkan peimbeiri suap. Dalam islam seicara teigas meingatakan bahwa umat 

islam diharamkan melakukan suap, baik itu keipada peinyuap, peineirima suap, 

ataupun perantara dalam suap. Kareina suap dapat meinye ibabkan keirusakan seirta 

keizaliman dalam beirmasyarakat. Suap meinjadi awal peirmainan hukum deingan 
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meimutarbalikkan fakta, yang beinar meinjadi salah dan yang salah meinjadi beinar 

seihingga oirang tidak dapat meimpeiroileih haknya. 

Dalil al-Qur’an teintang suap ada dalam surat al-Baqarah ayat 188 

نْ اَ  امِ لتِأَكُْلوُْا فرَِيْقاً مِّ ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُْا بِهآَْ الِىَ الْحُكَّ ْْمِ وَلََ تأَكُْلوُْْٓ ِِ باِلَِْ ِِ النَّا مْوَا

  وَانَْتمُْ تعَْلمَُوْنَ 
“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan 

jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim 

supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta beinda oirang lain dengan 

jalan doisa, padahal kamu mengeitahuinya”. (Q.S. al Baqarah:188) 

 

Ayat di atas menjelaskan larangan meingambil harta oirang lain dengan 

meimpeiroileih harta dari oirang lain dengan cara tidak saling ridhoi, atau salah satu 

pihak teirpaksa dalam melakukannya, dalam bentuk ataupun dengan cara apapun. 

Seihingga beirdasarkan peilarangan teirseibut maka hukum meilakukan suap adalah 

haram. Hal ini juga teirdapat dalam hadis Nabi yang teirkait deingan larangan suap-

meinyuap yaitu hadis dari Tirmidzi meingatakan bahwa Rasulullah beirsabda: 

 

“Rasulullah SAW meilaknat oirang yang meinyuap dan oirang yang disuap” (HR 

Tirmidzi, 1256). 

 

Koirupsi juga ada kaitannya deingan masalah akuntabilitas publik teirkait 

peimbagian tugas bagi peimimpin dan bawahannya dalam suatu manajeimein. Dalam 

islam meingajarkan seitiap oirang beirtanggungjawab dalam peilaksanaa tugas yang 

dipeircayakan oileih peimbeiri amanah keipadanya. Teirkait deingan koinseip 

peirtanggungjawaban, teirdapat beibeirapa surat dalam al-Qur’an yang 

meinjeilaskannya. Salah satu surat yang meingaturnya adalah Q.S. Al Jaatsiyah ayat 

29:  
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كِتٰبنُاَ ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلْحَقِّ ۗانَِّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُْنَ هٰذَا   

“Inilah kitab (catatan) kami yang mengatur keipadamu deingan seibeinar-benarnya. 

Sesungguhnya kami teilah menyuruh mencatat apa yang teilah kamu kes irjakan”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

Peineilitian ini dilakukan untuk meinganalisis hubungan kausalitas untuk 

meinjeilaskan peingaruh variabeil indeipeindein yaitu akuntabilitas, oipini audit, 

peingungkapan lapoiran keiuangan, teimuan audit, dan tindak lanjut hasil audit 

teirhadap variabeil deipeindein yaitu tingkat koirupsi. Poipulasi dalam peineilitian ini 

adalah O irganisasi Peirangkat Daeirah Kabupatein Kampar. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Peineilitian adalah peineilitian deingan peindeikatan deiskriptif kuantitatif. 

Sumbeir data dalam peineilitian ini adalah data primeir, yaitu data yang dipeiroile ih 

seicara langsung dari sumbeir data. Peineilitian ini meinggunkan alat ukur kuisioineir 

yang beirupa peirtanyaan-peirtanyaan. Jeinis data peineilitian ini adalah jawaban dari 

kuisioineir yang teilah dibeirikan keipada reispoindein di O irganisasi Peirangkat Daeirah 

Kabupatein Kampar. 

3.3 Populasi dan Penetuan Sampel 

Poipulasi adalah kumpulan individu atau oibjeik yang sifatnya umum. 

(Sugiyoinoi, 2016) menjelaskan bahwa “Poipulasi adalah wilayah geneiralisasi yang 

terdiri oibjeik,/subjeik yang mempunyai kualitas dan karakteristik teirteintu yang 

ditetapkan oileh peneiliti untuk dipeilajari dan ditarik kesimpulannya”.  

Pengambilan sampeil menggunkan teiknik purpoisive sampling, yaitu teiknik 

pengumpulan sampeil dengan pertimbangan tujuan teirteintu (Sugiyoinoi, 2016). 
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Adapun kriteiria dalam peingambilan sampeil ,yaitu yang meinangani fungsi 

keiuangan seipeirti: Keipala O irganisasi Peirangkat Daeirah, Bagian Peireincanaan dan 

Anggaran, Bagian Peilapoiran, Bagian Peimantauan, Bagian Keiuangan, Bagian 

Peingadaan Barang dan Jasa. Alasan peingambilan sampeil seibanyak 6 oirang kareina 

meireika adalah pihak yang beirkoimpeitein untuk meimbeirikan jawaban seisuai 

deingan tujuan peineilitian ini. Keipala O irganisasi Peirangkat Daeirah, Bagian 

Keiuangan, Bagian Peingadaan Barang dan Jasa meireika yang meimiliki 

keipeintingan dalam meinyusun, meinggunakan, meingawasi, meilapoirkan keiuangan 

dan peirtanggungjawaban anggaran atau seibagai peilaksana peingeiloila keiuangan 

daeirah. 

Poipulasi dalam peineilitian ini  teirdiri dari 10 keisatuan O iPD di Kabupate in 

Kampar, dapat dilihat pada tabeil beirikut: 

Tabel 3. 1 

Nama OPD 

Nama OPD Responden 

Dinas Peikeirjaan Umum dan Penataan Ruang 6 

Dinas Peirtanian, Pangan, dan Hoiltikultura 6 

Dinas Pendidikan, Keipeimudaan, dan O ilahraga 6 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  6 

Dinas Pengeiloilaan Keuangan dan Aseit Daeirah 6 

Dinas Peindapatan Daeirah 6 

Dinas Penananaman Moidal dan Pelayanan Teirpadu Satu Pintu 6 

Inspektoirat Daeirah Kampar 6 

BAPEDA  6 

Badan Penanggulangan Bencana 6 

Jumlah  60 
Sumbeir: Data yang dioilah, 2023 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data meirupakan keterangan dari variabeil pada seijumlah oibjek. Data dalam 

peineilitian ini meinggunakan data primeir. Data primer mengarah pada infoirmasi 

yang diperoileih langsung oileih peneiliti tentang variabel ketertarikan untuk tujuan 
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dari studi (Seikaran & Boiugiei, 2017). Tujuan dalam pengumpulan data adalah 

meimpeiroileih gambaran meingeinai keiadaan dan seibagai dasar dalam mengambil 

keputusan (Putri, 2021). Peingumpulan data dalam peineilitian ini deingan alat bantu 

kuisioineir. Kuisioineir disusun seisuai deingan variabeil-variabeil yang diteiliti. 

Kuisioineir dibagikan langsung keipada peigawai O irganisasi Peirangkat Daeirah 

Kabupatein Kampar yang teilah teirpilih meinjadi sampeil. 

Kuisioineir meinggunkan skala likeirt, yaitu skala yang meimpunyai 5 tingkat 

jawaban angka mulai dari 1 hingga 5 deingan peirincian seibagai beirikut: 

Noi Sikap Reispoindein Skoir 

1 Sangat Tidak Seituju 1 

2 Tidak Seituju 2 

3 Neitral 3 

4 Seituju 4 

5 Sangat Seituju 5 

 

3.5 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Teirdapat dua variabeil dalam peineilitian ini, yaitu variabeil teirikat 

(deipeindeint) dan variabeil beibas (indeipeindeint). Variabeil teirikat adalah variabe il 

yang nilainya dipeingaruhi oileih variabeil beibas. Seidangkan variabeil beibas adalah 

variabeil yang meinjadi seibab teirjadinya atau teirpeingaruhnya variabeil teirikat. 

Variabeil beibas (Y) dalam peineilitian ini adalah tingkat koirupsi. Seidangkan 

variabeil teirikat (X) dalam peineilitian ini adalah Akuntabilitas (X1), O ipini Audit 

(X2), Peingungkapan Lapoiran Keiuangan (X3), Teimuan Audit (X4), dan Tindak 

Lanjut Hasil Audit (X5). 



38 
 

 
  

Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala 

Ukur 

Tingkat Koirupsi 

(Y) 

 

 

Sutrayanti(2022) 

Peirilaku peijabat publik, 

poilitisi, peigawai neigeiri 

deingan 

meinyalahgunakan 

keikuasaan public yang 

dipeircayakan seicara 

tidak wajar untuk 

meimpeirkaya diri seindiri 

atau oirang diseikitarnya 

(Transpareincy 

Inteirnatioinal, 2021) 

1. Peinyalahgunaan 

keikuasaan  

2.  Peimbeinaran gratifikasi 

3.  Peinyalahgunaaan 

weiweinang/koinflik 

keipeintingan 

4. Peinyuapan  

 

 

 

 

Skala 

Likeirt 

Akuntabilitas 

(X1) 

 

Adeimirna 

(2016) 

Meimbeirikan infoirmasi 

dan peingungkapan 

keipada pihak-pihak 

teirkait teintang keigiatan 

dan kineirja keiuangan 

peimeirintah (Meidiaswati, 

2013). 

1.  Koimitmein yang kuat 

2. Dapat meinjamin 

keigunaan sumbeir-

sumbeir daya 

3. Dapat meinunjukkan 

tingkat peincapaian 

tujuan dan saran 

4. Beiroirieintasi pada 

peincapaiaan visi dan 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Likeirt 
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misi 

5. Hasil dan manfaat yang 

dipeiro ileih 

O ipini Audit (X2) 

 

 

Adeimirna 

(2016) 

 

Peirnyataan auditoir atas 

keiwajaran infoirmaasi 

yang disajikan dalam 

lapoiran keiuangan seisuai 

deingan standar akuntansi 

yang beirlaku umum 

(Shanti & 

Kusumawardhani, 2020). 

1. Seisuai deingan Standar 

Akuntansi Peimeirintah 

2. Keicukupan 

peingungkapan 

3. Keipatuhan teirhadap 

peirundang-undangan 

4. Eifeiktivitas sisteim 

peingeindlian inteirn  

 

 

 

 

Skala 

Likeirt 

Peingungkapan 

Lapoiran 

Keiuangan (X3) 

 

Adeimirna 

(2016) 

Tidak meinyeimbunyikan 

info irmasi apapun apabila 

dikaitkan deingan lapoiran 

keiuangan (Heiry, 2015) 

1. Peingungkapan 

infoirmasi lapoiran 

keiuangan 

2. Apakah lapoiran 

keiungan dapat 

dipeirtanggjawabkan 

3. Meinghasilkan 

infoirmasi yang jujur 

daan didukung oileih 

buktu transaksi 

4. Mampu meimpreidiksi 

masa deipan atau 

peirioidei beirikutnya 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Likeirt 
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Teimuan Audit 

(X4) 

 

 

 

Hasil peimeiriksaan BPK 

yang meinnunjukkan 

teimuan atas 

peingeindalian inteirn dan 

keitidakpatuhan teirhadap 

peirundang-undangan 

(Rini & Damiati, 2017) 

1. Peinyajian teimuan audit  

2.  Keiakuratan teimuan 

audit 

3. Peingeindalian inteirn 

 

 

Skala 

Likeirt 

Tindak Lanjut 

Hasil Audit (X5) 

 

 

Tindak lanjut yang 

dilakukan seiteilah BPK 

meimbeirikan 

reikoimeindasi dan 

meirupakan langkah yang 

diambil oileih auditoir 

seiteilah lapoiran audit 

sieirtahkan keipada 

auditeiei deingan tujuan 

peirbaikan dalam 

peilaksanaan peireincanaan 

seirta eivaliasi kineirja 

(Bastian, 2014) 

1.  Proiseis peinyeileisaian 

tindak lanjut 

2.  Tindakan manajeimein 

yang seisuai 

3.  Keiteipatan waktu 

peinye ileisaian 

reikoimeindasi 

4. Peinjeilasan 

peirkeimbangan tindaak 

lanjut  

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Likeirt 

Sumbeir: Data yang dioilah, 2023 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, 

meinafsirkan, menyajikan data empiris, serta meinjeilaskan serangkaian infoirmasi 
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yang telah dikumpulkan (Putri, 2021) . Statistik deiskriptif membeirikan gambaran 

seicara umum teirkait karakteir variabeil peineilitian. Parameiter yang digunakan 

dalam peneilitian ini adalah nilai rata-rata, standar deiviasi dan kisaran skoir 

(maksimum dan minimum). 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

Peineilitian yang meingukur variabeil deingan meinggunakan instrumeint 

kuisioineir harus dilakukan peingujian kualitas teirhadap data yang dipeiroileih. Uji 

kualitas data peirlu dilakukan kareina keiteipatan peingujian suatu hipoiteisis 

beirgantung  dari kualitas data yang dipakai dalam peingujian teirseibut. Artinya 

suatu peineilitian akan meinghasilkan keiputusan bias jika datanya kurang reiliablei 

dan kurang valid. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang meinunjukkan tingkat keiabsahan dan 

kevaliditas suatu alat ukur atau instrumeint penelitian. Validitas akan meinunjukkan 

seibeirapa baik suatu instrumeint yang dibuat dapat meingukur koinseip teirteintu yang 

diukur. Validitas dalam peineilitian ini meinggunakan Peirsoin Coirreilatioin, yaitu 

deingan cara meinghitung koireilasi bivariatei antara masing-masing skoir butir 

peirtanyaan deingan toital skoir. Data dinyatakan valid jika r-hitung yang 

meinggunakan nilai dari Peirsoin Coirreilatioin > dari r-tabeil pada signifikansi  0,05 

(5%). Apabila Perso in Coirrelatioin yang didapat meimiliki tingkat signifikasi 

dibawah 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir peirtanyaan 

adalah valid (Ghoizali, 2018). 

b. Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas adalah indeiks yang meinunjukkan sejauh mana peingukuran 

tanpa bias seihingga meinjamin peingukuran yang koinsisteindalam instrumeint 

(Seikaran & Boiugiei, 2017). Untuk menguji reiliabilitas digunakan dalam peinilitian 

ini digunakan koieifisiein Croinbach Alpha. Suatu variabeil dikatakan reiliablei jika 

meimbeirikan nilai Croinbach Alpha > 0,60. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji Noirmalitas data bertujuan untuk meinguji apakah variabeil dependen 

dengan variabeil indepe inden mempunyai distribusi noirmal atau tidak. Proiseis uji 

noirmalitas data dilakukan deingan uji statistik noin parameitric Ko ilmoigoiro iv-Simirno iv 

(K-S). Pada peingujian ini dilakukan deingan dua cara, yaitu deingan meinggunakan uji 

Oinei Samplei Koilmo igo iroiv Simirnoiv. Uji statistik dilakukan deingan meimbuat hipoiteisis 

noil (Hoi) untuk data beirdistribusi noirmal dan hipoiteisis (Ha) untuk data yang tidak 

beirdistribusi noirmal.  Jika nilai Koilmo igoiro iv Smirnoiv (K-S) leibih dari 0,05 maka 

(Ha) diteirima dan beirarti beirdistribusi noirmal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Meinurut (Gho izali, 2018) tujuan uji ini untuk menguji apakah dalam 

variabeil reigeirsi diteimukan adanya koirelasi antar variabeil indeipeindein saling 

beirhubungan seicara linieir. Multikoilinieiritas teirjadi apabila diantara variabeil 

indeipeindein teirdapat hubungan yang signifikan. Moideil reigreisi yang baik tidak 

teirdapat masalah multikoilineiaritas atau tidak adanya hubungan koireilasi diantara 

variabeil indeipeindeinnya.  Hal yang harus dipeirhatikan saat meindeiteiksi adanya 

masalah multikoilinieiritas adalah deingan : 

1. Beisaran koireilasi antar variabeil indeipeindein. 

Peidoiman suatu moideil reigreisi beibas multikoilinieiritas, meimiliki kriteiria 
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seibagai beirikut : 

a) Ko ieifisien koirelasi antara variabeil-variabeil independen harus leimah, tidak leibih beisar 

dari 90 persein atau dibawah 0,90. 

b) Jika koireilasi kuat antara variabeil-variabeil indeipeindein deingan variabeil-variabeil 

indeipeindein lainnya (umumnya diatas 0,90), maka hal ini meinunjukkan terjadinya 

multikoilinearitas yang seirius. 

2. Nilai toileirancei dan VIF (Variancei Inflatioin Factoir) 

Nilai tolerance dan VIF meinunjukkan seitiap variabeil indeipeindein mana yang 

dijelaskan oileih variabeil indeipeinden lainnya. Peirsamaan yang digunakan adalah : 

VIF = 1/ Toileirance i 

Nilai cut o iff yang digunakan untuk menandai adanya fakto ir-faktoir  multikoilineiaritas 

adalah nilai toilerancei < 0,10 atau sama deingan nilai VIF > 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji Heiteiro iskeidastitas adalah untuk menguji apakah dalam mo idel 

regresi teirjadi ketidaksamaan variance dan residual dari satu peingamatan kei 

peingamatan lainnya. Heteiro iskedastisitas merupakan penyeibaran titik data poipulasi 

dibidang regreisi yang tidak koinstan. Peirubahan situasi yang tidak teirgambarkan 

dalam mo ideil reigreisi adalah geijala yang ditimbulkannya. Jika variance dari residual 

satu peingamatan ke pe ingamatan lain teitap maka disebut dengan hoimo iskedastisitas, 

tetapi jika berbeda diseibut heteroiskedastisitas. Peingujian ini beirtujuan untuk 

meingeitahui apakah ada koireilasi variabeil indeipeindein deingan nilai absoilut reisidual. 

Heiteiro iskeidastisitas dilakukan deingan meilihat poila grafik scatteirploit. Beirikut adalah 

peingambilan keiputusan meinurut Imam Ghazali (2018): 
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1. Apabila ada ploit teirteintu yang berupa titik-titik berbeintuk poila teirteintu yang 

teiratur (meilebar, geiloimbang, keimudian meinyeimpit), maka dikatakan teirjadi 

Heiteioiskeidastisitas. 

2. Apabila ada poila yang jeilas dan titi-titik meinyeibar di atas dan dibawah angka 

noil pada sumbu Y, maka tidak teirjadi Heiteioiskeidastisitas. 

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regreisi linieir beirganda digunakan untuk meingeitahui pengaruh 

atau hubungan secara linieir antara dua atau leibih variabeil indeipeindein deingan satu 

variabeil deipeindein (Priyatnoi, 2014). Peineilitian ini meinguji peingaruh 

akuntabilitas,oipini audit, peingungkapan lapoiran keiuangan, teimuan audit dan 

tindak lanjut hasil audit teirhadap tingkat koirupsi.  

Peirsamaan reigreisi lineiar beirganda dirumuskan seibagai beirikut:  

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +  b5X5+ ei 

 Dimana:  

Y =  Tingkat Koirupsi 

a = Koinstanta  

b1,b2,b3,b4,b5 = Koieifisiein Reigreisi 

 X1 = Akuntabilitas 

 X2 = Oipini Audit 

X3 =  Peingungkapan Lapoiran Keuangan 

X4 =  Teimuan Audit 

X5 = Tindak Lanjut Hasil Audit 

 ei = Eirroir 
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3.6.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t beirtujuan untuk meinunjukkan seibeirapa beisar peingaruh satu 

variabeil indeipeindein seicara individual dalam meineirangkan variabeil deipeindein. 

Nilai signifikansi (α) yang digunakan dalam peineilitian ini adalah 5%. Uji satistik t 

dapat dilakukan deingan meilihat nilai proibabilitas signifikansi t masing-masing 

variabeil yang teirdapat pada oiutput hasil analisis reigreisi. Kriteiria yang digunakan 

dalam uji statistik t adalah seibagai beirikut : 

1) Apabila t hitung > t tabeil dan nilai proibabilitas leibih kecil dari nilai 

signifikansi (sig. < 0,05), maka variabeil indepeindein beirpeingaruh seicara 

signifikan teirhadap variabeil deipeindein (Ha diteirima dan Hoi ditoilak). 

2) Apabila t hitung < t tabeil dan nilai proibabilitas leibih beisar dari tingkat 

signifikansi (sig. > 0,05), maka variabeil indeipeindein tidak beirpeingaruh seicara 

signifikan teirhadap variabeil deipeindein (Ha ditoilak dan Hoi diteirima). 

2.  Uji Simultan ( Uji F) 

Meinurut (Ghoizali, 2018), uji F pada dasarnya meinunjukkan apakah seimua 

variabeil indeipeindein yang dimasukkan dalam moideil meimpunyai peingaruh seicara 

beirsama-sama teirhadap variabeil deipeindein. Peingujian ini dilakukan deingan 

meinggunakan significancei leiveil (α) = 5 %. Kriteiria signifikasi simultan adalah: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipoiteisis ditoilak (koieifisiein reigreisi tidak 

signifikan). Seicara simultan variabeil indeipeindein tidak beirpeingaruh signifikan 

teirhadap variabeil deipeindein. 
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2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipoiteisis diteirima (koieifisiein reigreisi 

signifikan). Seicara simultan variabeil indeipeindein beirpeingaruh signifikan 

teirhadap variabeil deipeindein. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koieifisiein Deiteirminasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seibeirapa jauh 

kemampuan moideil dalam meineirangkan variasi indeipendein. Nilai koieifisiein 

deiteirminasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang keicil beirarti keimampuan variabeil 

indeipeindein dalam meinjeilaskan vari asi variabeil deipeindein teirbatas. Nilai yang 

meindeikati satu beirarti variabeil indeipeindein memberikan hampir seimua infoirmasi 

yang dibutuhkan untuk meimprediksi variasi variabeil deipeinden (Ghoizali, 2018).
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan data yang disimpulkan dan peingujian yang teilah dilakukan 

teirhadap peirmasalahan deingan meinggunakan meitoidei analisis reigreisi, dapat 

diambil keisimpulan:  

1. Akuntabilitas beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. peimeirintah daeirah 

meimpunyai keiwajiban dalam meimbeirikan peirtangungjawaban, peinyajian, seirta 

peingungkpakan teirkait aktivitasnya dalam peingeiloilaan APBD keipada 

masyarakat. Akuntabilitas dapat meimbeirikan eivaluasi teirhadap proiseis 

peilaksanaan keigiatan peimeirintah daeirah, seihingga masyarakat bisa 

meimbeirikan masukan keipada peimeirintah daeirah teirkain peingeiloilaan APBD. 

Peiningkatan akuntabilitas akan beirpeingaruh pada tingkat koirupsi, keitika 

akuntabilitas peimeirintah seimakin baik maka tingkat koirupsi meingalami 

peinurunan.   

2. O ipini audit tidak beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. O ipini WTP yang di 

peiroileih peimeirintah daeirah meinandakan seimakin baik kineirja peimeirintah 

daeirah dan tidak teirjadi koirupsi. Namun dalam peineilitian ini meimpeiroileih hasil 

bahwa baik atau tidak baiknya oipini audit tidak beirpeingaruh teirhadap tingkat 

koirupsi. Peimeirintah daeirah yang meimpeiroileih oipini WTP masih tingkat 

koirupsinya masih tinggi pada peimeirintah daeirah teirseibut. 

3. Peingungkapan lapo iran keiuangan tidak beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. 

Adanya peingungkapan lapoiran keiuangan yang transparan dapat meingurangi 
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asimeitri infoirmasi antara peimeirintah daeirah deingan masyarakat. Namun dari 

hasil peineilitian ini dipeiroileih bahwa tidak tidak seimua peingungkapan lapoiran 

keiuangan yang maksimum ( diatas rata-rata) akan meingurangi tingkat koirupsi 

dan tidak seimua peingungkapan lapoiran keiuangan yang minimum (dibawah 

rata-rata) akan meinambah tingkat koirupsi pada peimeirintah daeirah. 

4. Teimuan audit tidak beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. Banyak atau 

tidaknya teimuan audit tidak dapat meingideintifikasi tingkat koirupsi pada 

peimeirintah daeirah. Seibeirapa beisarpun peingeindalian yang dilakukan atas 

teimuan audit tidak ada peingaruhnya teirhadap tingkat koirupsi. 

5. Tindak lanjut hasil audit tidak beirpeingaruh teirhadap tingkat koirupsi. 

Reikoimeindasi auditoir yang ditindak lanjuti oileih peimeirintah daeirah dinilai 

dapat meiningkatkan eifeiktivitas dalam peilapo iran keiuangan seirta dapat 

meingurangi koirupsi. Namun meinurut hasil peineilitian ini meinungkapkan 

bahwa tindakan dalam meinindaklanjuti hasil audit tidak dapat meinideintifikasi 

tingkat koirupsi yang teirjadi.  

6. Seicara beirsama-sama (simultan) akuntabilitas, oipini audit, peingungkapan 

lapoiran keiuangan, teimuan audit, dan tindak lanjut hasil audit beirpeingaruh 

signifikan teirhadap tingkat koirupsi. Akuntabilitas harus dimiliki oileih seitiap 

peigawai O iPD dan peimimpin diharapkan mampu meinjadi cointoih yang baik 

untuk beirpeirilaku dalam oirganisasi. Seitiap transaksi yang dilakukan juga harus 

diseirtai deingan bukti yang valid dan tidak dapat dilakukan oileih pihak yang 

tidak meimiliki weiweinang. Peingawasan keiuangan daeirah juga beirpeiran dalam 

meiningkatkan nilai infoirmasi dalam peingungkapan lapoiran keiuangan.  
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5.2 Saran 

Peineilitian ini dirancang dan dilakukan deingan baik, namun peineilitian ini 

meimiliki beirbagai keiteirbatasan dan mungkin meimpeingaruhi hasil dari peineilitian. 

Adapun keiteirbatasan dalam peineilitian ini adalah: 

1. Sampeil dalam peineilitian ini adalah oirganisasi peirangkat daeirah (O iPD) 

Kabupatein Kampar seihingga meimbatasi keimampuan geineiralisasi hasil 

peineilitian, dan peineiliti seilanjutnya dapat meimpeirluas wilayah sampeil seihingga 

dapat dipeiroileih hasil peineilitian deingan tingkat geineiralisasi yang sangat tinggi. 

2. Data yang digunakan dan di analisis meinggunakan instrumeint kuisioineir yang 

beirdasarkan peirseipsi jawaban dari reispoindein, hal ini dapat meinimbulkan 

masalah peirseipsi reispoindein yang seisungguhnya, maka peineiliti seilanjutnya 

diharapkan dapat meinggunakan meitoidei peineilitian yang beirbeida seipeirti 

meilakukan meitoidei wawancara langsung keipada reispoindein agar jawaban leibih 

meinceirminkan keiadaan yang seibeinarnya. 

3. Peineiliti seilanjutnya disarankan untuk meinggunakan reispoindein yang leibih 

banyak. Dan dapat meimpeirluas ruang lingkup peineilitian di Kabupatein Kampar 

dan dapat meingeimbangkan peineilitian ini deingan meinambahkan variabeil lain 

atau dapat meineiliti faktoir-faktoir lain yang meimpeingaruhi tingkat koirupsi. 

4. Bagi seiktoir publik seipeirti peigawai yang beikeirja di O iPD Kabupatein Kampar 

seibaiknya meinjaga dan meimpeirtahankan nilai akuntabilatas, transparansi 

teirhadap infoirmasi lapoiran keiuangan seirta teirus meingeivaluasi seitiap peikeirjaan 

yang teilah dilakukan guna untuk meiningkatkan kualitas lapoiran keiuangan. 
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LAMPIRAN 1 

LAMPIRAN KUISIONER 

Hal: Permohonan Pengisian Kuisioner 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Responden 

di tempat 

 Dengan hormat, 

Sehubung dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka penyusunan 

skripsi guna meraih kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, maka untuk mendapatkan data yang diperlukan saya memohon kesediaaan 

Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan yang saya ajukan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh akuntabilitas, opini audit, pengungkapan laporan keuangan, temuan 

audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi Organisasi Perangkat 

Daerah tempat Bapak/Ibu bekerja. 

Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan yang saya ajukan 

merupakan bantuan yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih atas 

kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu. 

 

Kampar,   Januari 2023 

Peneliti  

 

 Maiza Anggraini 



 

 
  

KUESIONER PENELITAN 

 

PENGARUH AKUNTABILTAS, OPINI AUDIT, PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN, TEMUAN AUDIT, DAN TINDAK LANJUT 

HASUL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI 

 

 

A. Data Responden:  

1) Nama Responden   : ………………………..(boleh tidak diisi)  

 

2) Jenis Kelamin   : Laki-Laki     Perempuan  

 

3) Usia    : …….tahun  

 

4) Pendidikan Terakhir :  SMA    Diploma  

    

    Strata 1 (S1)   Strata 2 (S2) 

 

Bidang ilmu pendidikan terakhir   

 

5) Sudah berapa tahun Bapak/Ibu bekerja disini?   1-5 tahun  

 

5-10 tahun  

 

> 10 tahun 

6) Di bidang apakah Bapak/Ibu bekerja disini ? ……………………  

 

B.  PETUNJUK PENGISIAN  

 

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memerikan tanda 

silang (X) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:  

1. SS = Sangat Setuju  

2. S = Setuju  

3. N = Netral 



 

 
  

4. TS = Tidak Setuju  

5. STS = Sangat Tidak Setuju  

 

Kuisioner  

A. Akuntabilitas  

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Adanya keterkaitan yang erat antara 

pencapaian kinerja dengan program kebijakan. 

     

2 Kejelasan sasaran anggaran suatu program 

harus dimengerti oleh semuan aparat dan 

pemimpin. 

     

3 Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai 

rencana strategik organisasi. 

     

4 Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap 

kegiatan atau program. 

     

5 Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan 

atau program selesai dilaksanakan. 

     

6 Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan 

atau program selesai dilaksanakan. 

     

Sumber: Ademirna (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Opin Audit, dan Lingkungan Masyarakat 

terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah dengan 

Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Gowa) 

 

B. Opini Audit 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Pelaksanaan audit oleh eksternal auditor harus 

berpedoman pada standar auditing. 

     

2 Eksternal auditor dalam menetapkan 

pernyataan pendapatnya atas kewajaran laporan 

keuangan harus mendapatkan keyakinan 

apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

     



 

 
  

di Indonesia. 

3 Eksternal auditor memutuskan hasil audit harus 

berdasarkan fakta yang ditemuinya dalam 

proses audit. 

     

4 Auditor mengevaluasi pengendalian intern 

sebagai salah satu dasar pernyataan 

pendapatnya (opini) 

     

5 Eksternal auditor harus mendapatkan secara 

lengkap catatan dan pembukuan sebagai bukti 

pendukung pendapat tentang kewajaran laporan 

keuangan. 

     

6 Auditor harus mempertimbangkan kecukupan 

pengungkapan dalam  laporan auditnya yang 

mencerminkan kesimpulannya. 

     

7 Suatu pernyataan tidak memberi pendapat bila 

auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan 

menyesatkan atau tidak menggambarkan 

adanya penggunaan prinsip-prinsip akuntansi. 

     

Sumber: Ademirna (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Opin Audit, dan Lingkungan Masyarakat 

terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah dengan 

Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten 

Gowa). 

 

 

C. Pengungkapan Laporan Keuangan 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan. 

     

2 Laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

membantu dalam memperkirakan aktivitas 

yang berhubungan dengan keuangan pada 

periode berikutnya. 

     



 

 
  

3 Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi 

persyaratan normatif yaitu relevan, andal,dapat 

dipercaya, dan dapat dibandingkan. 

     

4 Informasi dalam laporan keungan telah 

menggambarkan secara jujur semua transaksi 

dan peristiwa lainnya yang seharusnya 

disajikan. 

     

5 Informasi yang disajikan dalam laporan 

keungan dapat diuji, dan apabila pengujian 

dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

tetap menunjukkan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

     

6 Seluruh informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLK) 

dapat dipahami dengan mudah. 

     

Sumber: Ademirna (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Opin Audit, dan Lingkungan Masyarakat 

terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah dengan 

Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Gowa) 

 

D. Temuan Audit 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Laporan audit menyajikan temuan-temuan 

audit atas audit yang dilakukan. 

     

2 Temuan audit dilakukan secara akurat dan bisa 

menemukan kesalahan/penyimpangan yang 

ada. 

     

3 Saya tidak pernah melakukan rekayasa. 

Temuan apapun saya laporkan apa adanya. 

     

4 Pimpinan instansi unit penanggung jawab dapat 

memastikan bahwa rencana aksi yang diambil 

bertujuan untuk memperbaiki penyebab 

terjadinya temuan.  

     



 

 
  

Sumber:M. Faathir Afif. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit 

Terhadap Persepsi Korupsi pada DISPENDA Kabupaten Jember. 

 

E. Tindak Lanjut Hasil Audit 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Rekomendasi pemeriksaan BPK telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung 

jawab. 

     

2 Capaian penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah 

sesuai dengan target. 

     

3 Pemimpin instansi unit penanggung jawab 

mengambil langkah untuk menindaklanjuti 

rekomnedasi dalam bentuk penyusunan rencana 

atas setiap rekomendasi pemeriksaan BPK. 

     

4 Unit penanggung jawab memberikan lanjutan 

atau penjelasan tentang tindak lanjut hasil 

pemeriksaan selambatnya 60 hari setelah 

laporan hasil pemeriksaan diterima. 

     

Sumber: Muh.As’ad Pratama Putra (2019). Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK pada Intansi 

Pemerintah di Kota Makassar. 

 

 

F. Tingkat Korupsi 

No Pertanyaan STS TS N  S SS 

1 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya 

bekerja apabila ditemukan adanya pengeluaran 

tanpa dokumen pendukung. 

     

2 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya 

bekerja apabila menerima hadiah baik itu 

berupa barang atau uang tunai yang 

berhubungan dengan jabatan yang ia miliki. 

     

3 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya      



 

 
  

bekerja apabila menerima berupa uang untuk 

membantu pihak luar dalam menyelesaikan 

atau mempermudah urusan yang akan 

dilakukan. 

4 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya 

bekerja apabila sisa anggran diberikan kepada 

pegawai sebagai bonus. 

     

5 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya 

bekerja apabila pihak yang berwenang 

mengambil keputusan untuk membantu pihak 

luar namun dapat merugikan instansi. 

     

6 Suatu hal yang wajar di instansi tempat saya 

bekerja apabila pihak yang berwenang 

melakukan suatu perbuatan hukum namun 

memberikan keuntungan beberapa pihak. 

     

Sumber: Sutrayanti (2022). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tindakan Korupsi. 

 

LAMPIRAN 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dengan SPSS 25 berdasarkan data yang terkumpul dari 30 

responden. r tabel = 0,3610 nilai signifikan 5% diperoleh tidak ada butir 

item yang tidak valid. 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 

X1.1 Pearson 
Correlation 

1 0,290 ,550
**
 ,339

*
 -0,047 0,128 ,633

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,060 0,001 0,033 0,402 0,251 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson 
Correlation 

0,290 1 0,117 ,314
*
 0,128 ,452

**
 ,645

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,060   0,268 0,046 0,251 0,006 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson 
Correlation 

,550
**
 0,117 1 ,318

*
 -0,153 0,132 ,580

**
 



 

 
  

Sig. (1-
tailed) 

0,001 0,268   0,043 0,210 0,243 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson 
Correlation 

,339
*
 ,314

*
 ,318

*
 1 0,189 ,351

*
 ,688

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,033 0,046 0,043   0,159 0,029 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.5 Pearson 
Correlation 

-0,047 0,128 -0,153 0,189 1 ,337
*
 ,368

*
 

Sig. (1-
tailed) 

0,402 0,251 0,210 0,159   0,034 0,023 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.6 Pearson 
Correlation 

0,128 ,452
**
 0,132 ,351

*
 ,337

*
 1 ,670

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,251 0,006 0,243 0,029 0,034   0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1 Pearson 
Correlation 

,633
**
 ,645

**
 ,580

**
 ,688

**
 ,368

*
 ,670

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000   

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 

X2.1 Pearson 
Correlation 

1 0,000 0,190 ,381
*
 0,094 0,144 0,000 ,461

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,500 0,157 0,019 0,310 0,223 0,500 0,005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson 
Correlation 

0,000 1 ,384
*
 0,165 0,191 0,167 0,052 ,511

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,500   0,018 0,192 0,156 0,189 0,393 0,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson 
Correlation 

0,190 ,384
*
 1 ,357

*
 -0,009 -0,165 0,013 ,461

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,157 0,018   0,026 0,481 0,192 0,473 0,005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 
  

X2.4 Pearson 
Correlation 

,381
*
 0,165 ,357

*
 1 ,413

*
 0,165 0,243 ,712

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,019 0,192 0,026   0,012 0,192 0,098 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson 
Correlation 

0,094 0,191 -0,009 ,413
*
 1 ,464

**
 0,229 ,626

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,310 0,156 0,481 0,012   0,005 0,112 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.6 Pearson 
Correlation 

0,144 0,167 -0,165 0,165 ,464
**
 1 ,310

*
 ,547

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,223 0,189 0,192 0,192 0,005   0,047 0,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.7 Pearson 
Correlation 

0,000 0,052 0,013 0,243 0,229 ,310
*
 1 ,499

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,500 0,393 0,473 0,098 0,112 0,047   0,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson 
Correlation 

,461
**
 ,511

**
 ,461

**
 ,712

**
 ,626

**
 ,547

**
 ,499

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

0,005 0,002 0,005 0,000 0,000 0,001 0,002   

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 

X3.1 Pearson 
Correlation 

1 0,201 ,384
*
 0,261 -0,033 0,163 ,548

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,143 0,018 0,082 0,432 0,195 0,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.2 Pearson 
Correlation 

0,201 1 0,106 0,296 0,261 ,526
**
 ,691

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,143   0,288 0,056 0,082 0,001 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 



 

 
  

X3.3 Pearson 
Correlation 

,384
*
 0,106 1 ,327

*
 -0,226 0,220 ,506

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,018 0,288   0,039 0,115 0,122 0,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.4 Pearson 
Correlation 

0,261 0,296 ,327
*
 1 0,018 ,324

*
 ,629

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,082 0,056 0,039   0,461 0,040 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.5 Pearson 
Correlation 

-0,033 0,261 -0,226 0,018 1 0,279 ,367
*
 

Sig. (1-
tailed) 

0,432 0,082 0,115 0,461   0,067 0,023 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.6 Pearson 
Correlation 

0,163 ,526
**
 0,220 ,324

*
 0,279 1 ,751

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,195 0,001 0,122 0,040 0,067   0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson 
Correlation 

,548
**
 ,691

**
 ,506

**
 ,629

**
 ,367

*
 ,751

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

0,001 0,000 0,002 0,000 0,023 0,000   

N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 

X4.1 Pearson 
Correlation 

1 0,232 0,258 ,313
*
 ,649

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,109 0,084 0,046 0,000 

N 30 30 30 30 30 

X4.2 Pearson 
Correlation 

0,232 1 0,157 ,609
**
 ,701

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,109   0,204 0,000 0,000 

N 30 30 30 30 30 



 

 
  

X4.3 Pearson 
Correlation 

0,258 0,157 1 0,179 ,602
**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,084 0,204   0,172 0,000 

N 30 30 30 30 30 

X4.4 Pearson 
Correlation 

,313
*
 ,609

**
 0,179 1 ,781

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,046 0,000 0,172   0,000 

N 30 30 30 30 30 

X4 Pearson 
Correlation 

,649
**
 ,701

**
 ,602

**
 ,781

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000   

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Correlations 

  X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 

X5.1 Pearson 
Correlation 

1 ,317
*
 0,172 ,367

*
 ,655

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,044 0,181 0,023 0,000 

N 30 30 30 30 30 

X5.2 Pearson 
Correlation 

,317
*
 1 0,095 ,418

*
 ,678

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,044   0,309 0,011 0,000 

N 30 30 30 30 30 

X5.3 Pearson 
Correlation 

0,172 0,095 1 ,509
**
 ,617

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,181 0,309   0,002 0,000 

N 30 30 30 30 30 

X5.4 Pearson 
Correlation 

,367
*
 ,418

*
 ,509

**
 1 ,832

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,023 0,011 0,002   0,000 

N 30 30 30 30 30 

X5 Pearson 
Correlation 

,655
**
 ,678

**
 ,617

**
 ,832

**
 1 



 

 
  

Sig. (1-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000   

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 ,577
**
 ,400

*
 0,196 ,550

**
 ,613

**
 ,747

**
 

Sig. (1-
tailed) 

  0,000 0,014 0,150 0,001 0,000 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y.2 Pearson 
Correlation 

,577
**
 1 ,577

**
 ,367

*
 ,433

**
 ,515

**
 ,784

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,000   0,000 0,023 0,008 0,002 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y.3 Pearson 
Correlation 

,400
*
 ,577

**
 1 ,489

**
 0,250 ,446

**
 ,713

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,014 0,000   0,003 0,091 0,007 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y.4 Pearson 
Correlation 

0,196 ,367
*
 ,489

**
 1 ,342

*
 ,562

**
 ,665

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,150 0,023 0,003   0,032 0,001 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y.5 Pearson 
Correlation 

,550
**
 ,433

**
 0,250 ,342

*
 1 ,613

**
 ,713

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,001 0,008 0,091 0,032   0,000 0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y.6 Pearson 
Correlation 

,613
**
 ,515

**
 ,446

**
 ,562

**
 ,613

**
 1 ,833

**
 

Sig. (1-
tailed) 

0,000 0,002 0,007 0,001 0,000   0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Y Pearson 
Correlation 

,747
**
 ,784

**
 ,713

**
 ,665

**
 ,713

**
 ,833

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 



 

 
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 

2. Reliabilitas  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excluded
a
 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan Jumlah 

item 

1 Akuntabilitas 0,642 Reliabel 6 

2 Opini Audit 0,606 Reliabel 7 

3 Pengungkapan Laporan 

Keuangan 

0,621 Reliabel 6 

4 Temuan Audit 0,614 Reliabel 4 

5 Tindak Lanjut Hasil Audit 0,650 Reliabel 4 

6 Tingkat Korupsi 0,836 Reliabel 6 

 

LAMPIRAN 3  

LAMPIRAN TABULASI DATA 

 

Akuntabilitas (X1) Tot
al 

Opini Audit (X2) Tot
al X1.

1 
X1.
2 

X1.
3 

X1.
4 

X1.
5 

X1.
6 

X2.
1 

X2.
2 

X2.
3 

X2.
4 

X2.
5 

X2.
6 

X2.
7 

4 4 4 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 4 27 

4 4 3 4 4 5 29 5 4 4 4 4 5 4 30 

3 4 4 4 4 4 28 4 3 3 3 4 4 4 25 

5 5 3 5 5 5 28 5 4 5 4 5 4 3 30 

4 4 5 5 4 5 27 4 4 5 5 4 5 4 31 

5 3 4 4 4 5 27 5 4 3 4 2 2 4 24 

5 4 5 5 5 3 28 3 4 4 4 3 4 4 26 

4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 3 4 2 4 25 

5 4 5 4 4 4 26 5 4 5 4 4 4 4 30 

5 4 5 4 4 4 26 5 4 5 4 4 4 5 31 

5 5 5 5 5 5 30 3 2 2 3 2 3 4 19 

4 5 4 4 2 3 22 4 5 4 4 4 4 5 30 

4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 3 4 4 27 

4 5 5 4 4 5 27 4 3 3 4 4 4 4 26 

5 5 5 4 4 4 27 5 3 4 4 4 4 5 29 



 

 
  

4 3 5 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 5 28 

4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 5 5 3 33 

3 3 4 3 4 3 20 4 3 4 4 4 4 4 27 

4 4 3 4 4 5 24 4 4 4 4 4 5 5 30 

4 5 4 4 5 3 25 4 4 4 4 4 5 4 29 

5 5 5 5 4 5 29 2 4 4 3 4 3 4 24 

5 5 4 5 4 5 28 3 4 4 3 4 2 2 22 

5 4 5 5 4 4 27 5 2 5 5 4 4 5 30 

4 5 4 5 5 4 27 4 5 4 5 5 5 4 32 

4 4 3 4 2 4 21 5 5 5 3 5 5 5 33 

4 5 3 5 5 5 27 4 5 3 5 5 5 5 32 

5 5 4 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 5 34 

5 5 5 5 4 5 29 4 5 3 4 4 5 4 29 

5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 4 4 4 5 30 

4 4 4 4 5 3 24 4 3 4 4 3 4 4 26 

4 5 5 4 5 5 28 4 5 5 4 5 5 5 33 

5 4 5 5 5 4 28 5 4 5 5 5 4 5 33 

4 4 3 4 4 5 24 5 5 5 4 5 5 4 33 

4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 4 5 5 5 33 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 

4 5 5 4 5 5 28 5 4 5 4 5 4 4 31 

3 4 4 3 4 5 24 5 4 5 5 4 5 5 33 

5 5 4 4 4 5 27 5 5 5 4 5 5 5 34 

5 4 5 5 4 5 28 5 5 5 5 4 5 4 33 

5 5 5 5 5 5 30 3 3 4 4 4 3 4 25 

5 4 4 5 5 4 27 5 5 3 4 5 4 4 30 

4 5 5 5 5 5 29 3 3 4 4 2 4 3 23 

4 4 5 5 4 5 27 5 5 5 5 4 5 5 34 

3 4 3 4 3 3 20 5 5 5 5 5 5 5 35 

4 4 5 5 3 5 26 5 4 5 5 4 5 4 32 

4 5 4 5 4 4 26 4 5 3 5 4 5 5 31 

4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 4 4 4 5 5 27 5 4 5 4 4 5 5 32 

5 4 5 4 5 4 27 2 4 4 3 3 4 3 23 

5 5 5 4 5 5 29 4 5 5 5 4 5 5 33 

5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 4 5 32 

5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 5 34 

5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 4 33 

5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 5 4 34 

5 5 4 4 4 5 27 5 5 4 5 4 4 5 32 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 



 

 
  

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 5 4 4 32 

 

Pengungkapan Laporan Keuangan 
(X3) 

Total  

Temuan Audit (X4) 

Total X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 

4 4 3 4 3 4 23 3 4 4 4 15 

4 4 3 5 4 5 25 4 4 4 4 16 

4 4 3 4 3 3 21 4 3 2 3 12 

4 5 5 4 4 4 24 4 4 5 4 17 

4 3 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 

4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 4 17 

3 4 4 4 3 4 22 2 4 3 3 12 

3 4 5 3 4 4 22 4 3 4 4 15 

5 4 4 4 4 4 26 5 4 5 5 19 

5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 5 18 

3 2 4 3 4 3 19 5 4 5 5 19 

2 3 4 3 2 3 17 5 4 4 4 17 

3 4 5 4 3 4 22 3 4 4 5 16 

4 3 3 4 4 2 22 5 5 5 3 18 

4 2 3 3 4 3 19 3 5 5 4 17 

3 3 4 4 4 4 21 5 4 5 5 19 

4 3 4 4 2 4 21 3 4 3 5 15 

3 3 3 3 4 3 20 5 5 5 4 19 

4 4 4 4 4 5 24 5 4 4 4 17 

4 3 3 4 5 3 23 4 3 3 4 14 

3 3 4 2 4 4 19 5 5 4 5 19 

4 5 2 5 4 4 26 5 4 5 3 17 

2 4 4 3 4 4 19 5 4 5 4 18 

4 3 3 4 4 4 23 5 5 4 5 19 

4 4 3 4 3 4 22 5 5 5 5 20 

4 5 4 5 5 5 27 4 3 4 4 15 

4 3 4 5 5 3 24 5 5 4 5 19 

4 3 4 4 4 2 21 5 4 4 3 16 

3 3 5 4 4 4 22 3 3 4 4 14 

3 4 4 4 3 4 23 4 3 3 3 13 

4 5 2 4 3 5 25 4 2 2 3 11 

4 4 4 5 3 3 21 5 5 5 4 19 

4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 18 

4 5 4 4 5 5 27 4 4 5 4 17 

5 5 3 4 5 5 28 3 3 3 2 11 

1 4 5 3 4 4 19 4 5 5 5 19 

4 5 5 4 5 5 28 4 4 4 5 17 



 

 
  

3 4 4 3 4 2 21 5 5 5 4 19 

5 5 5 4 4 5 27 4 4 3 3 14 

3 4 4 2 4 5 23 5 5 4 5 19 

3 4 4 3 4 4 22 5 5 4 5 19 

2 4 5 3 3 4 20 5 5 5 5 20 

4 5 3 5 5 5 29 4 5 4 5 18 

4 4 3 4 4 2 21 5 5 3 5 18 

5 4 5 4 3 3 22 3 5 4 4 16 

3 4 4 5 3 5 25 5 3 5 5 18 

4 5 3 5 4 4 26 3 5 4 5 17 

2 4 4 4 4 4 21 4 5 5 5 19 

4 4 5 4 5 5 26 5 4 5 5 19 

3 4 5 4 5 4 25 4 5 4 5 18 

5 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 18 

5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 20 

5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 19 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 

5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 19 

 

Tindak Lanjut Hasil 
Audit (X5) 

Total 

Tingkat Korupsi (Y) 

Total X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 

4 4 5 4 17 2 2 1 1 2 1 9 

4 4 4 4 16 1 2 1 2 1 1 8 

4 4 5 4 17 1 1 1 1 1 1 6 

4 4 5 4 17 1 1 1 1 1 1 6 

4 4 4 4 16 2 1 1 1 1 1 7 

4 4 5 4 17 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 5 20 2 1 1 1 1 1 7 

5 4 5 5 19 1 2 1 2 1 1 8 

5 4 4 5 18 1 1 1 1 1 1 6 

5 4 5 5 19 1 1 1 1 1 1 6 

5 4 4 4 17 2 2 2 2 2 2 12 

3 4 4 5 16 2 2 2 2 2 2 12 

5 5 5 3 18 1 2 2 1 1 1 8 

3 5 5 4 17 1 1 1 1 1 1 6 

5 4 5 5 19 2 2 2 2 1 2 11 



 

 
  

3 4 3 5 15 2 2 2 1 2 1 10 

5 5 5 4 19 2 2 2 2 2 2 12 

3 2 2 3 20 1 1 1 1 1 1 6 

4 5 5 5 19 1 1 1 2 2 1 8 

5 5 4 5 19 1 1 2 2 1 1 8 

4 4 4 3 15 1 1 1 1 1 1 6 

5 4 5 4 18 2 2 1 1 2 2 10 

5 5 4 5 19 1 2 2 1 1 1 8 

5 5 5 5 20 2 2 2 2 2 2 12 

4 3 4 4 15 1 1 2 2 1 1 8 

5 5 4 5 19 1 1 1 1 1 1 6 

5 4 4 3 16 1 1 1 2 2 2 9 

4 5 5 5 19 1 1 1 1 1 1 6 

4 3 3 3 13 1 1 1 1 2 1 7 

4 5 5 5 19 1 1 2 1 1 1 7 

5 5 5 4 19 1 1 1 1 1 1 6 

4 5 5 4 18 1 1 2 1 1 2 8 

4 4 5 4 17 1 1 2 1 1 1 7 

3 3 3 2 11 1 1 1 2 1 1 7 

4 5 5 5 19 1 1 2 2 1 1 8 

4 4 4 5 17 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 4 19 2 2 2 2 2 2 12 

4 4 3 3 14 1 2 2 2 2 1 10 

5 5 4 5 19 1 2 2 2 2 1 10 

2 2 3 3 19 1 2 1 1 1 1 7 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 1 6 

4 5 4 5 18 2 2 2 1 1 1 9 

5 5 3 5 18 1 1 2 1 1 1 7 

3 5 4 4 16 1 1 1 1 1 1 6 

5 3 5 5 18 1 1 1 1 2 1 7 

3 5 4 5 17 1 1 1 2 2 2 9 

4 5 5 5 19 1 2 1 1 1 1 7 

5 4 5 5 19 1 1 1 1 2 2 8 

4 5 5 5 19 2 2 2 2 2 2 9 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 4 5 19 1 2 1 2 1 1 8 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 2 7 

5 5 5 4 19 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 5 20 1 1 1 2 2 2 9 

5 5 5 5 20 2 2 2 2 2 2 12 

5 4 5 4 18 1 1 1 1 1 1 6 

5 5 5 5 20 1 1 1 1 1 1 6 



 

 
  

5 5 4 4 18 1 1 1 1 1 1 6 

 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Akuntabilitas  
Opini Audit 

60 
60 

20 
19 

30 
35 

27,00 
30,28 

2,429 
3,871 

Pengungkapan 
Laporan Keuangan 
Temuan Audit 

60 
60 

17 
11 

30 
20 

24,03 
17,33 

3,410 
2,377 

Tindak Lanjut Hasil 
Audit 
Tingkat Korupsi 
Valid N (listwise) 

60 
60 
60 

11 
6 

  

20 
12 

  

17,97 
7,80 

  

1,886 
1,929 

  

 

 

 

LAMPIRAN 5 

HASIL UJI VALIDITAS 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 

X1.
1 

Pearso
n 
Correlat
ion 

1 ,343
**
 ,423

**
 ,479

**
 ,341

**
 ,281

*
 ,638

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,007 0,001 0,000 0,008 0,029 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.
2 

Pearso
n 
Correlat
ion 

,343
**
 1 0,188 ,476

**
 ,316

*
 ,315

*
 ,562

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,007   0,149 0,000 0,014 0,014 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 



 

 
  

X1.
3 

Pearso
n 
Correlat
ion 

,423
**
 0,188 1 ,344

**
 0,253 0,108 ,523

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,001 0,149   0,007 0,051 0,410 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.
4 

Pearso
n 
Correlat
ion 

,479
**
 ,476

**
 ,344

**
 1 ,306

*
 ,265

*
 ,639

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,007   0,017 0,041 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.
5 

Pearso
n 
Correlat
ion 

,341
**
 ,316

*
 0,253 ,306

*
 1 ,325

*
 ,657

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,008 0,014 0,051 0,017   0,011 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.
6 

Pearso
n 
Correlat
ion 

,281
*
 ,315

*
 0,108 ,265

*
 ,325

*
 1 ,609

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,029 0,014 0,410 0,041 0,011   0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1 Pearso
n 
Correlat
ion 

,638
**
 ,562

**
 ,523

**
 ,639

**
 ,657

**
 ,609

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 



 

 
  

X2.1 Pearso
n 
Correl
ation 

1 ,370
**
 ,473

**
 ,505

**
 ,512

**
 ,435

**
 ,463

**
 ,743

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,004 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.2 Pearso
n 
Correl
ation 

,370
**
 1 ,382

**
 ,456

**
 ,611

**
 ,532

**
 ,282

*
 ,728

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,004   0,003 0,000 0,000 0,000 0,029 0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.3 Pearso
n 
Correl
ation 

,473
**
 ,382

**
 1 ,458

**
 ,500

**
 ,428

**
 0,226 ,684

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,003   0,000 0,000 0,001 0,083 0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.4 Pearso
n 
Correl
ation 

,505
**
 ,456

**
 ,458

**
 1 ,390

**
 ,611

**
 ,442

**
 ,749

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,002 0,000 0,000 0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.5 Pearso
n 
Correl
ation 

,512
**
 ,611

**
 ,500

**
 ,390

**
 1 ,519

**
 ,314

*
 ,768

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,002   0,000 0,015 0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.6 Pearso
n 
Correl
ation 

,435
**
 ,532

**
 ,428

**
 ,611

**
 ,519

**
 1 ,446

**
 ,785

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,001 0,000 0,001 0,000 0,000   0,000 0,00
0 



 

 
  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2.7 Pearso
n 
Correl
ation 

,463
**
 ,282

*
 0,226 ,442

**
 ,314

*
 ,446

**
 1 ,611

*

*
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,029 0,083 0,000 0,015 0,000   0,00
0 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

X2 Pearso
n 
Correl
ation 

,743
**
 ,728

**
 ,684

**
 ,749

**
 ,768

**
 ,785

**
 ,611

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 

X3.1 Pearso
n 
Correla
tion 

1 ,453
**
 ,314

*
 ,601

**
 ,400

**
 ,323

*
 ,741

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,015 0,000 0,002 0,012 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X3.2 Pearso
n 
Correla
tion 

,453
**
 1 0,252 ,514

**
 ,367

**
 ,623

**
 ,762

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,052 0,000 0,004 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X3.3 Pearso
n 
Correla
tion 

,314
*
 0,252 1 0,219 ,320

*
 ,295

*
 ,556

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,015 0,052   0,093 0,013 0,022 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X3.4 Pearso
n 
Correla
tion 

,601
**
 ,514

**
 0,219 1 ,284

*
 ,337

**
 ,688

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,093   0,028 0,008 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 



 

 
  

X3.5 Pearso
n 
Correla
tion 

,400
**
 ,367

**
 ,320

*
 ,284

*
 1 ,351

**
 ,630

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,002 0,004 0,013 0,028   0,006 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X3.6 Pearso
n 
Correla
tion 

,323
*
 ,623

**
 ,295

*
 ,337

**
 ,351

**
 1 ,708

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,012 0,000 0,022 0,008 0,006   0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X3 Pearso
n 
Correla
tion 

,741
**
 ,762

**
 ,556

**
 ,688

**
 ,630

**
 ,708

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 

X4.1 Pearso
n 
Correlat
ion 

1 ,327
*
 ,440

**
 ,355

**
 ,701

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,011 0,000 0,005 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X4.2 Pearso
n 
Correlat
ion 

,327
*
 1 ,542

**
 ,519

**
 ,786

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,011   0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X4.3 Pearso
n 
Correlat
ion 

,440
**
 ,542

**
 1 ,406

**
 ,793

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,001 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X4.4 Pearso
n 
Correlat
ion 

,355
**
 ,519

**
 ,406

**
 1 ,749

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,005 0,000 0,001   0,000 

N 60 60 60 60 60 

X4 Pearso
n 
Correlat
ion 

,701
**
 ,786

**
 ,793

**
 ,749

**
 1 



 

 
  

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 

X5.1 Pearso
n 
Correlat
ion 

1 ,448
**
 ,467

**
 ,373

**
 ,505

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,003 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X5.2 Pearso
n 
Correlat
ion 

,448
**
 1 ,527

**
 ,551

**
 ,479

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X5.3 Pearso
n 
Correlat
ion 

,467
**
 ,527

**
 1 ,422

**
 ,517

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,001 0,000 

N 60 60 60 60 60 

X5.4 Pearso
n 
Correlat
ion 

,373
**
 ,551

**
 ,422

**
 1 ,633

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,003 0,000 0,001   0,000 

N 60 60 60 60 60 

X5 Pearso
n 
Correlat
ion 

,505
**
 ,479

**
 ,517

**
 ,633

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y 

Y.1 Pearso
n 
Correlat
ion 

1 ,529
**
 ,362

**
 0,195 ,472

**
 ,501

**
 ,717

**
 

Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,004 0,135 0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y.2 Pearso
n 
Correlat

,529
**
 1 ,475

**
 ,400

**
 ,355

**
 0,245 ,721

**
 



 

 
  

ion 

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,002 0,005 0,059 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y.3 Pearso
n 
Correlat
ion 

,362
**
 ,475

**
 1 ,400

**
 0,203 0,245 ,647

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,004 0,000   0,002 0,120 0,059 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y.4 Pearso
n 
Correlat
ion 

0,195 ,400
**
 ,400

**
 1 ,431

**
 ,408

**
 ,684

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,135 0,002 0,002   0,001 0,001 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y.5 Pearso
n 
Correlat
ion 

,472
**
 ,355

**
 0,203 ,431

**
 1 ,600

**
 ,727

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,005 0,120 0,001   0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y.6 Pearso
n 
Correlat
ion 

,501
**
 0,245 0,245 ,408

**
 ,600

**
 1 ,704

**
 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,059 0,059 0,001 0,000   0,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Y Pearso
n 
Correlat
ion 

,717
**
 ,721

**
 ,647

**
 ,684

**
 ,727

**
 ,704

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

LAMPIRAN 6 

HASIL UJI RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 0,0 

Total 60 100,0 



 

 
  

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
        

Akuntabilitas     

Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,729 0,736 6 

  
        

Opini Audit     

Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,849 0,849 7 

  

        

Pengungkapan Laporan Keuangan 
Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,784 0,784 6 

  
        

Temuan Audit     

Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,753 0,752 4 

  
        

Tindak Lanjut Hasil Audit   

Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,776 0,776 4 

  
        



 

 
  

Tingkat Korupsi     

Reliability Statistics   

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 

Items   
0,790 0,792 6 

  

 

 

LAMPIRAN 7 

HASIL UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 60 

0,0000000 Normal Parameters
a,b

 

Most Extreme Differences 

Mean 

Std. Deviation 

1,59702015 

Absolute 

0,059 

Positive 

Negative 

0,059 

-0,058 

Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,059 

,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

LAMPIRAN 8 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

X1 0,836 1,197 

X2 0,860 1,163 

X3 0,751 1,332 

X4 0,622 1,607 

X5 0,635 1,575 

                    Dependent Variable: Y 

 

 

 

 



 

 
  

LAMPIRAN 9 

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

 

 

LAMPIRAN 10 

HASIL ANALISIS REGRESI BERGENDA 

Model 

Unstandardized 

Coefficients Standardized Coefficients 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

X1 

18,118 

-0,403 

3,366 

0,098 

  

-0,507 

X2 

X3 

-0,007 

-0,044 

0,222 

-0,113 

0,061 

0,074 

0,116 

0,145 

-0,013 

-0,077 

0,273 

-0,110 

X4 

X5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

LAMPIRAN 11 

HASIL UJI T (Parsial) 

                                                    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

X1 

18,118 

-0,403 

3,366 

0,098 

  

-0,507 

5,383 

-4,117 

0,000 

0,000 

X2 

X3 

-0,007 

-0,044 

0,222 

-0,113 

0,061 

0,074 

0,116 

0,145 

-0,013 

-0,077 

0,273 

-0,110 

-0,109 

-0,594 

1,912 

-0,780 

0,913 

0,555 

0,041 

0,439 

X4 

X5 

a. Dependent Variable: Y 

LAMPIRAN 12 

HASIL UJI F (Simultan) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

69,122 

150,478 

5 

54 

13,824 

2,787 

4,961 

  

,001
b
 

  

Total 219,600 59       

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi 

b. Predictors: (Constant), Tindak Lanjut Hasil Audit, Pengungkapan laporan Keuangan, Opini 

audit, Akuntabilitas, Temuan Audit 

 

LAMPIRAN 13 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (Adjusted R
2
) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,561
a
 0,315 0,251 1,669 

a. Predictors: (Constant), Tindak Lanjut Hasil Audit, Pengungkapan laporan Keuangan, Opini 
audit, Akuntabilitas, Temuan Audit 
b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi 
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